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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : PL.102/100/5/PIP.SMG-2022

TANGGAL 03 JUNI2022

KEGIATAN

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

KANTOR, PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEKERJAAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM KOMPIB

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Rp. 199.800,000,-

TERBILANG : (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN
JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

JANGKAWAKTU : 8 (DELAPAN) HARIKALENDER

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera in No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang
Timur Kota Semarang
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BERITA ACARA EVALl ASI PKKERJAAN

PL.102/107/3 /PIP.SMG-2022
14 Juni 2022

Pemasangan Kusen Jendela Almunium Kompi B
2022

Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa
untuk ^kerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan
Jasa Pn Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekeijaan terhadap Penyedia
Barang/Jasa untuk pekeqaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA •
1. HERI PRASETYO, S.M
PENYEDIA BARANG DAN JASA :
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT

CV. TRI PUTRA

Jl

NP WP

. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel
Kec. Semarang Timur Kota Semarang

NO URAIAN

KELENGKAPAN

KETERANGAN
(+)

Sesuai
Tdk

Sesuai
1 Kualitas Barang/Jasa : + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan +
Sesuai Surat Perintah Keija
iSPK)

3 Dokumen Tagihan

+

Sesuai Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 16 Tahun
2018

HASILAKHIR SESUAI
^vi...n..au uciiw rtuaia nvaiuasi rexeijaan Pemasangan K

Kompi B ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M

PPK Rupiah Mumi
NIP; 19850429 201012 1003
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL. 102 / 100 / 6 / PIP.SMG-2022

Paket Pekeijaan : Pemasangan Kusen Jendela Almunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran
(PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

HERI PRASETYO. S.M

Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Mumi
Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 100 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Juni 2022, bersama ini
memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. TRIPUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur

Kota Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh DYAS UTAMIANA
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pemasangan Kusen Jendela Almunium Kompi B Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Tanggal mulai keria: 03 Juni 2022;
3. Svarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penvelesaian: selama 12 (dua belas) hari kalender dan pekeijaan harus sudah

selesai pada tanggal 14 Juni 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai
SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 03 Juni 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

Heri Prasetvo. SM

PPK Rupiah Mumi
NIP: 19850429 201012 1 0003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA

AS UtAMM
Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 100 / 5 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 03 Juni 2022

Nama PPK HERl PRASETYO, S.M

Nama Penyedia CV. TRJ PUTRA

PAKET PEKERJAAN :

PEMASANGAN KUSEN

JENDELA Al.MlINIUM

KOMPI B

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 96 / 9 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 27 Mei 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA BASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 99 / 1 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 02 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.WA.4627.EBA.994.002,C.523111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 s.d
14Juni 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 199.800.000,- (Seratus
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO. JENIS PEKERJAAN SAT VOL
HARGA

SATUAN
TOTAL HARGA

I

Pasang jendela aluminium 3"
dan kaca 5 mm

Uk. 326 X 216 cm

Unit 50,00 3.600.000 180.000.000

TOTAL 180.000.000

PPN 11% 19.800.000

Grand Total 199.800,000

Terbilang : Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELA YARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 100 / 5 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 03 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening
135-0013351786;

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak
penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang
memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatangan Kontrak RM

•TERAI

EM££l

367AJX 685989

HER] PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRI PUTRA

fM'. !IT

DYAS UTAMIANA

Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 100 / 5 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 03 Juni 2022

Nama PPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia CV. TRI PUTRA

PAKET PEKERJAAN:

PEMASANGAN KIJSEN

JENDELA ALMUNIUM

KOMPI B

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 96 / 9 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 27 Mei 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL.102 / 99 / 1 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 02 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12. WA.4627.EBA.994.002.C.523111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 s.d
14Juni 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 199.800.000,- (Seratus
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO. JENIS PEKERJAAN SAT VOL
HARGA

SATUAN
TOTAL HARGA

1

Pasang Jendela aluminium 3"
dan kaca 5 mm

Uk. 326 x216 cm

Unit 50,00 3.600.000 180.000.000

TOTAL 180.000.000

PPN 11% 19.800.000

Grand Total 199.800,000

Terbilang : Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGOAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 100 / 5 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 03 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan F>embayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekeijaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Semarang Pandanaran alas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening
135-0013351786;

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak
penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang
memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Politeknik llmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatangan Kontrak RM

HERl PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA

Direktur



SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan
perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan.

b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau
antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggungjawab penuh terhadap personilnya.]

HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga

HAKKEPEMILIKAN

a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait
langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK
PERTAIN tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut hams
dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak
diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut hams dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACATMUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekeijaan PIHAK KEDUA dan
memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan
yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA
bertanggungjawab atas cacat mutu selama masa garansi.



7. PERPAJAKAN

PIHAK KBDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlalai atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekeijaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat
lainnya.

9. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keqa.

b. W^u pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keq'a yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Keija.

c. PIHAK KEDUA hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai

jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan
kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum
SPK.

10. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekegaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kems^an, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK
PERTAMA beserta instansinya (kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan
klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

ketiga;
b. Terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kemsakan hasil pekeijaan ini
mempakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kemgian atau kemsakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.



c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeijaan sejak tanggal mulai keija sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilen^api oleh PIHAK KTOUA atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut teqadi akibat tindakan
atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASANDANPEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA
dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan PIHAK KEDUA
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis
dan Gambar, dan hasil uji coba menunjuldcan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan
Pengawas Pekeijaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekeijaan di lokasi pekeijaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekeqaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeqaan selambat-Iambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIH^ ̂DUA dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK
PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekeqaan.

16. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekeqaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekeijaan.

c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeqaan dapat dibantu oleh
pengawas pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, PIHAK
KEDUA wa.iib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.



e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jil^
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak
mengandimg cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK
KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara keija.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK
KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Seitifikat Garansi.

e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara teitulis oleh PIHAK PERTAMA.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SP^ PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai
berikut:

1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekeijaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) PIHAK KEDUA belum bisa raasuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PIHAK PERTAMA memerintahkan xmtuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak

dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkah pengeluaran tambahan dan/atau



keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat
dibuktikan kenigian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu
penyelesaian pekeijaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan
tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan
secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum
SPK.

b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK
KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan dan

perlengkapan ini hams diserahkan oleh PIHAK K^UA kepada PIHAK
PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK
KEDUA.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai
pelaksanaan pekeijaan;

5) PIHAK KEDUA menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;

6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;



9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari; dan/atau

10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);

2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA, dengan ketentuan:
1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA
untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban
imtuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari
nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi
pekeijaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung Jawab
kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekeijaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri.



25. LARANGANPEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PIHAK
PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya balk
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Mumi

Heri Prasetvo, S.M

Penata muda, (Ul/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama

CV. TRIPUTRA

£

DYAS UTAMIANA

Direktur



1

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311520

FAX : (62)024-8311529
Email : infc^ptp-semarang.ac.id
Home Page; www.oiD-semarana.ac.id

^KAN

Nomor : PL.102 / 99 / 3 / PIP.SMG-2022

Lampiran : ~
Semarang, 02 Juni 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Perihal ; Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekeijaan Pemasangan Kusen
Jendela Almunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Penawaran Pekerjaan
Pemasangan Kusen Jendeia Almunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Tahun 2022 dengan basil negosiasi harga sebesar Rp. 199.855.500,- (Seratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) kami nyatakan
diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pejabat Pembuat Komitmen RM

Tembusan Yth. ;

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429201012 1 003



HSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARl 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email : inf0@pip-semaran9-ac.id
Home Page: www.Dlp-semaranQ.ac.id

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPI B

Nomor : PL.102 / 99 / 1 / PrP.SMG-2022

Pada hari ini, 19 Mei 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekeijaan

89670114Kode Paket

Nama Paket

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

Rp. 199.911.000,00

Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan

dokumen penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. TRl PUTRA
Jl. Halmahera III No. 1 Karang
Tempel

Rp. 199.855.500,00

2
CV. SATRIA PUTRA

MANUNGGAL

JL. SANGGUNG RAYA 2 NO. 51

SEMARANG
Rp. 199.911.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

CV. TRI PUTRA LULUS

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL LULUS

2. Evaluasi Teknis

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

CV. TRI PUTRA LULUS

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL LULUS

3. Evaluasi Harga/Biaya

Nama Peserta Penawaran
Hasil

Evaluasi
Keterangan

CV. TRI PUTRA Rp. 199.855.500 LULUS

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL Rp. 199.911.000 LULUS



C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV.TRIPUTRA

1. Nilai Penawaran: Rp. 199.855.500,00 (99.97 %)

2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 199.855.500,00 (99.97 Yo)

3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 199.800.000,00 (99.94 %)

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL

1. Nilai Penawaran: Rp. 199.911.000,00 (100.00 %)

2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 199.911.000,00 (100.00 %)

3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 199.911.000,00 (100.00 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana

tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST.. M.M
Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



fiSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSAR! 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : infc^pip-semarang.ac kJ
Home Page: www.DiD-semaranQ.ac.id

^KAN

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPI B

Nomor: PL.102/90/4/P1P.SMG-2022

Pada hari ini, 19 Mei 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket
pekeijaan;

Kode Paket

Nama Paket

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

:89670114

: Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

:Rp. 199.911.000,00

; Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan

dokumen penawaran, yaitu;

No. Nama Peserta Ala mat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. TRI PUTRA
Jl. Halmahera III No.1 Karang
Tempel

Rp. 199.855.500,00

2
CV. SATRIA PUTRA

MANUNGGAL

JL SANGGUNG RAYA2 NO. 51

SEMARANG

Rp. 199.911.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

CV. TRI PUTRA LULUS

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL LULUS

2. Evaluasi Teknis

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

CV. TRI PUTRA LULUS

CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL LULUS



3. Evaluasi Harga/Biaya

Nama Peserta Penawaran
Hasil

Evaluasi
Keterangan

CV. TRIPUTRA Rp. 199.855.500,00 LULUS

CV. SATRIA PUTRA

MANUNGGAL
Rp. 199.911.000,00 LULUS

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana

tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRgYAWl. S.ST.. M.M

Pembina (JV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



EVALUASI PENAWARAN-ADMEVISTRASIvTEKNIS DAN BMYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPIB

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

S. NO. , i [ NAMAPERCSAkAAN "r ^
.  . ̂ V SYARAT^'ARATPENAWARAN ,

'^1 2 3 ;4 , SA. .. SB sc 5D SE .  5F SG

1 CV.TRIPUTRA + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURATPENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

3. SPESIFIKASITEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)

5. DOKUMENKUAUFIKASI

A. PAKTA TNTEGRTTAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D.FOTOCOPYTDP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA rNDRIVANI. S.ST.Al.M.

Pcmbina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

Kcterangan

+  : Ada

: Tidak Ada

+  : Ada, Tidak Memenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



EVALUASIHARGA PENAWARAN

KANTOR^ATKER

KEGIATAN

FEKERJAAN

TEMPAT

TAHUNANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPIB

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

:  . OWNER ESTIMATE (OE)/HARGA PERKIRAANSENDIRI (HPS) RAB CV. TRI PUTRA

NO nAma barang JUMLAH
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

satuan JUMLAH (Rp)
1 Pasang jendcia aluminium 3' dan kaca S mm 50 Unit 3.602.000 180.100.000 3.601.000 100% WAJAR 180.050.000

Uk. 326x216 cm

JUMLAH 180.100.000 180.050.000

PAJAK11% 19.811.000 19.805.500

JUMLAH KESELURUHAN 199.911.000 199.855.500

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANL S.ST.. M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rpl99.855.500

Rpl99.8S5.500

RpO

-Rp55.500

-0,03%



KOREKSIARITMATIK

KANTOR/SATKER

-KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLUEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

-BELANJAPEMELIHARAAN GEDUNG DANBANGUNAN—

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPI B

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPSO RAB CV. TRI PUTIL\ NEGO

NO NAMA BARANG JUMLAH
HARGA(Rp) HARGA(Rp) HARGA(Rp)

SATUAN JUMLAH SATUAN . . JUMLAH SATUAN JUMLAH

I Pasaog jendela aluminium 3' dan kaca 5 mm 50 Unit 3.6O2.OO0 180.100.000 3.601.000 180.050.000 3.600.000 180.000.000

Uk. 326x216cm

JUMLAH 180.100.000 180.050.000 180.000.000

PAJAK11% 19.811.000 19.805.500 19.800.000

JUMLAH KESELURUHAN 199.911.000 199.855.500 199.800.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRJYANll S.ST.. M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAPHPS

PROSENTASE

Rpl99.855.500 PENAWARAN

Rpl99.855.500 KOREKSI

RpO SELISIH

-Rp5S.500 TERHADAP HPS

-0,03% PROSENTASE

Rpl99.80a0D0

Rpl99.800.000

RpO

-Rplll.000

-0,06%



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,

PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
BANGUNAN

PEKERJAAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM KOMPIB

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec.
Semarang Timur Kota Semarang



A CV TRI PUTRA
Jalan Halmahera III /1 SEMARANG 50125

Telepon 024 - 70440703. 8457340, Fax. 024 - 8457340

Nomor : 003/PH/MP/V/2022 Semarang, 30 Mel 2022
Lampiran : 1 Bendel

Perihal : Penawaran harga

Kepada Yth.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik llmu pelayaran Semarang

Di Semarang

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung dan setelah kami pelajari dengan

seksama Dokumen Pengadaan, dengan in! kami mengajukan Penawaran Harga Untuk Pekerjaan

Pemasangan Kusen Aluminium Kompi B dl politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran

2022, dengan Penawaran sebesar Rp. 199.855.500,- (Seratus Sembilan puluh Sembllan juta delapan

ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah ), harga sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang

berlaku.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam

Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini

berlaku selama 15 had ( lima belas) had kerja sejaktanggal surat penawaran ini.

Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Kusen Aluminium Kompi B adalah 10 (sepuluh ) had sejak Surat
Perintah kerja diterbitkan.

Surat Penawaran ini beserta lampirannya kami sampakan sebanyak 1 (satu ) rangkap dokumen asli.
Demikian disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan

tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

TRI PUTRA

^ UTAMIANA
birektur



CV TRI PUTRA
Jalan Halmahera III /1 SEMARANG 50125

Telepon 024 ■ 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

DAFTAR KUANTTTAS HARGA

PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN ALUMINtUM KOMPIB

POUTEKNIKILMU PEUYARAN SEMARANG

NO URAIAN VOLUME SATUAN
PENAWARAN

HARGA SAT JUMl^

1

PEKERiAAN PEMASANGAN KUSEN ALUMINIUM KOMPI B

Pasang Kusen Aluminium Kompi B

uk. 326 X 216 cm

50,00 unit 3.601.000 180.050.000

iumlah

Pajak 11%

Jumlah Keseluruhan

180.050.000

19.805.500

199.855.500

Terbtiang: Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima pulub lima ribu lima ratus rupiah

Demikan Penawaran harga dari kami

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

S^nerang 30 Mei 2022

bf.TOl PUT



PUTRA
Jalan Halmahera III /1 SEMARANG 50125

Telepon 024 - 70440703,8457340, Fax. 024 - 8457340

JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN ALUMINIUM KOMPI B

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

N

0.

Uraian Pekerjaan Hah Han

1

Hari

2

Hari

3

Hari

4

Hari

5

Hari

6

Hari

7

Hari

8

Hari

9

Hari

10

Pemasangan Kusen Atuminium

Kompi Kompi B

10

1. Kontrak Efektif 1 X

2. Perencanaan 1 X

3. Pekerjaan 8 X X X X X X X X

4. Serah Terima 1 X

5. Selesai X

Semarang, 30 Mei 2022

CV.1TRI PUTRA
i  .4

.7

DY/tt, LFIAMIANA

Direktur



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,

PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
BANGUNAN

PEKERJAAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM

KOMPIB

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec.
Semarang Timur Kota Semarang



CV. TRI PUTRA
Jalan Halmahera 111 /1SEMARANG 50125

Teiepon 024 - 70440703, 8457340. Fax. 024 - 8457340

PAKTAINTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

DYAS UTAMIANA

3374035106620001

Direktur

CV. TRI PUTRA

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan dengan ini menyatakan bahwa

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwcnang apabila mengetahui ada indikasi
KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, mcnerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 30 Mei 2022

CV. TRI PUTRA

l-.B .

/■v'

KliTR.-.A01AJX87

DYAS UTAMIANA

Direktur



A CV. TRI PUTRA
jQlan Halmahera III /1 SEMARANG 50125

Telepon 024 • 70440703, 8457340, Fqk. 024 - 8457340

FORMULIRISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Alamat

DYAS UTAMIANA

DIREKTUR

CV.TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1, Semarang Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1  saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan SuratAkte
Pendirian Nomor 2 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris S.Y.JUDIASTUTI,SH .

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/DA;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam;

7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/
CV.TRI PUTRA

Koperasi)

2. Status 1 V 1 Pusat 1 1 Cabang
3. Alamat JL. Halmahera III No. 1, Semarang .

No. Telepon 0248457340 / 085101440703

No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha :  517/3187-1306/n.01/PKmiI/2016

Tanggal 4 Agustus 2015

2. Masa berlaku izin usaha :  18Juni2020

3. Instansi pemberi izin usaha :  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang

C. IzinLainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan 11.01.3.46.08543

Masa berlaku 1 April 2019

Instansi pemberi izin Badan Pelayanan Perijinan Teradu Kota SMG

2. NIB OSS 9120004601281

Tanggal dikeluarkan 3 September 2019

Instansi Pemberi Izin Usaha Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS



D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Kop(

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

;rasi

2

3 Maret 2004

S.Y Judiastuti ,SH.

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

E. Pengurus
1. Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1 DYAS UTAMIANA 3374035106620001 Direktur

2 DJUMAIDI 3374022305580002 Komanditer

Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan

Usaha/Kemitraan

1 DYASU UTAMIANA 3374025106620001 Direktur

2

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma)

No. Nama No. KTP Alamat Persentase

1
DYAS

UTAMIANA
3374035106620001

Jl.Halmahera

III/l , Semarang
100%



2. Pajak

a. NomorPokokWajib Pajak 022832489504000

b. Bukti laporan Pajak Tahun 05489306531222007900

terakhir tanggal 7 maret 2022

c. Bukti Laporan bulanan (tiga
bulan terakhir):
1) PPh Pasal21; No. tanggal

2) PPh Pasal 23; No. tanggal

3) PPh Pasal 25/PasaI 29; No. tanggal

4) PPN No. tanggal

d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai No. tanggal

pengganti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidik

an

Jabatan

dalam

pekerjaan

Pengalaman
Kerja

(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat

/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Fasilitas/Peralatan/Per engkapan

No.

Jenis

Fasilitas/Perala

tan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau

output

pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuat
an

Kondi

si

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Kepemilikan
/Dukungan

Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H.



1. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang
yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Sub

Bidang
Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas/
Pejabat
Pembuat

Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai

Menurut

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/ZReferensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor

Tanggal
Nama Bank

Rekening

R07.Br.SPN/006/2022

4 Januari 2022

PT. Bank Mandiri Cab. Semarang Pandanaran
135-00-1335178-6

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 30 Mei 2022

CV. TRI PUTRA

5.,

Tj

f/.
LJ^380AJX870^^5F' •

DYAS UTAMIANA

Direktur
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g. Data Peralatan

No JenIs Peralatan Jumlah Kapasitas Merk&Tipe Tahun Pembuatan
Kondlsl •••)

(Balk/Rusak)
Lokasi Sekarang

Bukti Kepemillkan

•*) (MllikSendlri/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pickup 1 2950 Mitsubhisi L300 2011 balk kantor sendiri

2. komputer 2 Dual core DELU Asus 2015 balk kantor sendiri .

3. Mesin pemotong keramik 3 Modern 2012 baik kantor sendiri

4. Stamper 1 Mikasa 2015 baik kantor sendiri

k

***] Kondisi peralatan saat Ini dalam prosentase

Milik sendiri / sewa bell / sewa bulan

Catalan : bila diperlukan dapat dibuat rindan tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat kepemillkan harus dapat ditunjukan waktu diperlukan

<D



A CV TRI PUTRA
Jalan Halmahera III /1 SEMARANG 50125

Telepon 024 ■ 70440703,8457340, Fax. 024 - 8457340

daftar Petugas Pelaksana di Lapangan

No. Name Jabatan Pengalaman Keahiian

1 2 3 4 5

1 Dartoyo Pengawas Lapangan 10 Sipil/Konstruksi

2 Rizky Pengawas Lapangan 8 Sipil/Konstruksi

3 Roma Kepala Tukang 5 Sipil/Konstruksi

4 Yoyok Tukang 3 Sipil/Konstruksi

5 Parmin Tukang 3 Sipil/Konstruksi

6 Sarijo Tukang 3 Sipil/Konstruksi

7 Agus Tukang 4 Sipil/Konstruksi

8 Roni Tukang 6 Sipil/Konstruksi

9 Marno Tukang 5 Sipil/Konstruksi

10 Muh Tukang 4 Sipil/Konstruksi

11 Karjo Tukang 5 Sipil/Konstruksi

Daftar Peralatan Kerja, Peralatan Keselamatan kerja, APD

No Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Kepemilikan

1 2 3 4 5

1. Cangkul 8 Baik Sendiri

2. Palu 8 Baik Sendiri

3. Linggis 5 Baik Sendiri

4. Gergaji kayu 5 Baik Sendiri

5. Bor 5 Baik Sendiri

6. Grenda 5 Baik Sendiri

7. Meteran 5 Baik Sendiri

8. Waterpas 5 Baik Sendiri

9. Selangtimbang 5 Baik Sendiri

10. Cetok 5 Baik Sendiri

11. Jas Hujan 10 Baik Sendiri

12. Baju Kerja 10 Baik Sendiri

13. Helm 10 Baik Sendiri

14. Kotak P3K 3 Baik Sendiri

15. Sepatu Boot 10 Baik Sendiri

16. Sarung Tangan 10 Baik Sendiri

CV. tKI PU

Direktur



3. Neraca Perusahaan Terakhir

PerTanggal31 Bulan Desember Tahun 2021 dalam ribuan rupiah

1 Aktiva Lancar IV Utang Jangka Pendek Rp
Kas Rp. 15.500,- Utang Daqang Rp

Bank Rp. 125.250,- Utang Pajak Rp
Piutang *) Rp. 75.000,- Utang Lainya Rp

Persediaan Baranq Rp..-. Jumlah (d) : Rp

Pekerjaan dalam proses R^ V Utang Jangka Panjang (e) : Rp

Jumlah (a) :Rp.215.750,. VI Kekayaan Berslh (a+b+c) - (d+e) : Rp.510.975

II Aktiva Tetap

Peralatan dan Mesin : Rp. 125.000,-

inventarls : Rp. 85.000,-

Gedung -qedunq :Rp

Jumlah (b) : Rp 210.000,-

III Aktiva Lainya (c) : Rp. 85.225,-

Jumlah : Rp. 510.975,- Jumlah ;Rp.510.975,-

•) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan)
Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan)
Jumlah

Rp-
Rp. 50.000.
Rp. 50.000. Semarang, 30 Mel 2022

CV. TRI PUTRA

0^D0AJX8
-•/Toir

(DYAS UTAMIANA1

Direktur



Asli

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PFRSKKI TUAN KOMANDITER (CV)

UrKfMSARk^N

I MJ Kl.l'l BJ IK IMX )\l-sl.\ lAHl N l'>82

IXMAMi W UIH l)Al I AR REkl SAH<VA\

.■s <;•

X, ' ^

■'i

;v;>

NOMORTOP BERLAKU S/D TANGGAL PENOAFTARAN: PEMBAHARUAN

11.01.3.46.08543 1 APR 2019 PEMBAHARUAN: 0 2

NAMA PERUSAHAAN:

TRI PUTRA, CV.

STATUS:

KANTOR TUNGGAL

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG DYAS UTAMIANA

ALAMAT ; JL HALMAHERA ttl NO 1, KEC SEMARANG TIMUR, SEMARANG

NPWP; 02 283 248 9 504 000

NOMOR TELEPON: 024-70440703 -FAX: 024-8457340

ixi.< y-.iKEGIATAN USAHA POKOK: 1 S ^■
PERDAGANGAN BESAR MESW, PERALATAN '^^8 / =
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA . I

,  KBU:

'  46599

^EMARANG, 20 MEI 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SEMARANG
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Asli

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERiJINAN TERPADU
Alamat: Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321,1322,1421 - Semarang (50132)

SHRAT IZIN (JSAHA PERDAGANGAN (SlUP) KECIL
NOMOR : 517 / 3187-1306/11.01 / PK/VIII / 2015

MAMA PERUSAHAAN : TRI PUTRA. CV

NAMA PENANGGUNG JAWAB
JABATAN

: DYAS UTAMIANA

ALAMAT PERUSAHAAN : JL. HALMAHERA 111/1,

KEL KARANGTEMPEL, KEC. SEMARANG TIMUR. KOTA SEMARANG

NOMOR TELEPON : 024-70440703 FAX : 024-8467340

MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH PERUSAHAAN

(TIDAK TERMASUK TANAH
DAN BANGUNAN)

: Rp 200.000.000,00,-
{DUA RATUS JUTA RUPIAH)

KELEMBAGAAN : PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECER

KEGIATAN USAHA (KBLI) : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

BIDANG USAHA (KLUI) : 4663, 4752, 4633, 4722, 4651, 4652, 4741, 4642. 4761. 4649. 4759. 4659, 4530,
4540. 4653, 4779. 9511

BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA

: Bahan bangunaiV pangan, barang elektronik/ cetakan, meubelair, perlengkapan
pegawai/ rumah tangga/ kantor. Alat/ suku cadang : lulls, kantor, elektrikal,
mekanikal, teknikat. SAR, keselamatan kerja, kompresor. generator, alat berat.
konstruksi, pendldikan, olahraga, teknologi Informatika, mobil, motor, mesm.
komputer (software, hardware), kapal. Jasa : perawatan alat tulis kantor.=

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA. SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA. DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG
SF.TIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SlUP PADA TANGGAL 18 JUNl 2020

S3UJ' LAMA NOMOR ; 517/595-1306' 1 1.01 /PK/Vl/2010,TGL 18
JUNl 2010.1517/186-1306/11.01 /PK/y2015. TGL 19 JAN 2015-
I'EMILARU.AN V)

»■ x-::-

vc

K

Dikeluarkiin di SEMARANG
Pada Tanggal 04 Agustus 2015

ikota Semarang
KepitA^dan VelaVanan Perijinan Terpadu

F^ia Semarang

Dra/SRI MARTINI, MM.
Finbina I tam^i Muda

NIP/ 1958U6U3 198503 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120004601281

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tenlang Pelayanan Perizinan Bemsaha Terintegrasi Sccara
Elektronik, menerbilkan NIB kepada:

Nama Pcnisahaan

Alamat Perusahaan

NPWP

Nomor Telepon
Nomor Fax

Email

Nama KBLI

Kode KBLI

Status Penanaman Modal

CV TRI PUTRA

JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempe!, Kec. Semarang
Timur, Kola Semarang, Prop. Jawa Tengah

02.283.248.9-504.000

0248457340

0248457340

triputrasmg@gmail.com

Lihat Lampiran

Lihat Lampiran
PMDN

NIB merupakan identitas Petaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakeijaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal ;  18Juni2019

Dokumen ini diketuarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam
dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggungjawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha

Jasa Konstruksi kepada;

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

Nama KBLI

Kode KBLI

Lokasi Usaha

- Alamat

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Provinsi

CV TRI PUTRA

9120004601281

JL. HALMAHERA III NO. 1

KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA

41019

JL. HALMAHERA III NO. 1

Karangtempel

Semarang Timur

Kota Semarang

Jawa Tengah

Izin Usaha Jasa Konstruksi TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 3 September 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan

atas datayang ditampilkan dalam dokumen ini dan datayang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi
tanggungjawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMORINDUK BERUSAHA (NIB)

9120004601281

No. Nama KBLI Kode KBLI

I KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 41019

2 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 42919

3 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 46412

4 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN

ALAS KAKI LAINNYA

46419

5 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR 46421

6 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN

PENERBITAN DALAM BERBAGAl BENTUK

46422

7 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

46491

8 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA 46495

9 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAl BARANG DAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

46499

10 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN

PERLENGKAPAN KOMPUTER

46511

11 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 46512

12 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK 46521

13 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN

TELEKOMUNIKASI

46523

14 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN

INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA

46591

15 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN LAINNYA

46599

16 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAl MACAM

MATERIAL BANGUNAN

46638

17 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI

LAINNYA

46639

18 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN

PERLENGKAPANNYA

47411

19 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK

(SOFTWARE)

47413

20 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 47414

21 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 47415

22 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAl MACAM

MATERIAL BANGUNAN

47528

23 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG

KONSTRUKSI LAINNYA

47529

24 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 47591



25

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM

SUBGOLONGAN 4759

47599

26 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENUHS DAN

GAMBAR

47611

27 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN

PENERBITAN

47612

28 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 47711

29 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN

PERLENGKAPANNYA

47793

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Naraa K.BLI dan Kode KBLI yang

tercantum dalam lampiran ini
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Nomor : 0700960LEMBAGA

PENGE.MBANGAN JASA KONS l RUKSI
Construction Services Development Hoard

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasaritan ketentuan pasal 8 huarf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa;

Nama Badan Usaha

Nama PImpinan / PJBU
Aiamat Badan Usaha

Kabupaten / Kola
Provinsi

No. TeiepcHi

E<mail

NPWP

Jenis Usaha

Sifat Usaha

Kekayaan Bersih

TRI PUTRA, CV

Dyaa Utamiana
Jl. Hatmahera tll/1 Karangtempel Samarang

Kota Samarang
JawaTengah
024-8457340

dyas.tnputra@gmaii.com
02.283.248 9-504.000

Jasa Pelaksana Konstruksi

Umum

Rp 350.000.000

Kodepos

No. Fax

:  50125

:  024-8457340

Nomor Reglstrasi 0 - 3374 - 07 - 002 • 1 • 11 -026414

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan kiasrfikasi dan kualrfikasi sebagaimana yang tercantum dl haiaman betakang serlifikat ini.
Sertiftkat ini diterbitkan pertama tanggal 11 Februari 2019 berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling
lambat tanggal 10 Agustus 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 10 Agustus 2021

Si

K«Mtano«)

2. D«t> ynfl wiot driwn SOU W mul JMtWll riMMui www.lpikiX

Oitetapkan di

Pada Tanggal

-•i

Semarang

11 Februari 2019

Badan Pelaksana

LPJK Pro^ Tengah

DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manager Eksekutif

- -r- ..............



RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha

Klasifikasi Bidang Usaha

Kualifikasi Bidang Usaha

Anggota Asosiasi

TRI PUTRA, CV

Bangunan Sipil

Kecil

GAPENSi

No Subkuaiifikasi
Kode

Subkiasifikasi
Kemampu^ Oasar

Subkiasifikasi Tahun Nilai (juta Rp)

2

ki

K1

SI001

SI003

Jasa Pelaksana Untuk Konstaiksi Saluran Air, Petabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber
Daya Air Lainnya

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api,
dan landas pacu bandara

- -

& OAPCNSI MULYONO HADPRANOTO. MBA
Ketuaumum

Kiltnnow:

Data Mrtm daiun SBU M dipX dHwWknt nwWu( www.lp|ltMt
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oi»f tiur jemeiAL MUAK

NPWP 02Ja3ia.»-504.000

CV.TRIPUTRA

Jl, Hamarora ill fio 1RT 003 RW 005

Karang Tempef Semarang Timur
Kooya Semararg - ,ia«vaTan^

I

TiRDAFTAA IMnOM
;



#
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A Kl
UANOUNBMKOAO MO
34

SEMAAAN0 9&42-

KANTOR WILAYAH OJP JAWA TENGAH t

KA«TOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR

imiUi479f

F«i: |0M)M144ai

SURAT PENQUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No PEM-02737WPJ 10 KP 05032012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat {2}/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tefliang
Ketentuan Umum dan Taa Cara Perpajakan sebagaimana tetati diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tarmn 2007 dan Peraturan Direktur Jeoderal Pajak Nomor PEH-44''PJ/2008. dengan
tni diterangkan oanwa

t. Nama

2. Nomor Pokok Wajib Pa^k (NPWP)

3 KtesdStasi Lapangan Usaha (KLU)

4. Alamat

5. Merek/'AkronIm

6. Status Modal

7 Status Usaha

8. Kewafiban Pa^k

CV TRIPUTRA

02^-246.9-&04 000

S1000 - PERDAQANGAN BESAR LAINNYA

JL HALMAHERA III N0.1 RT 003 RW 005.
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH • 00000

SWASTA

PUSAT

IXIPPN iPPnSM

telan dikukunkan pada tata usana kamt sebagai Pengusaha Kena Paiak

_S6marang. 15 Oktober 2012
Kantor

isi Peiayanan.

bdul

7^2 21992011001



KEMENTERiAM KEUANGAN REPUBLIK INDORESIA

Wii%k.» \ I wixA I •ih. I r\*^r^\

KAN: Of< V#ILAYAH DJP JAWA i'ENGAH I

KAi^ OR PELAYANAN PAJAK PRA1 / SEMARANG TWUR

Telepon:(0/4)bi' ' 87

fax : (024) B41443®
TLKLMANooiOMWOKO MO. 34

SaiAR/'W "M21

SXatAT KBTgRARQAH T8RDAFTAK

Nonor : PEM-02677/WPJ m/l ' ;503«012

as;

8es4iaj dengan PanI 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) UrKiang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 (enlano

Katentuc' ■■ dan Talji Ot j ' i- i.

Noithv 28 Tahun 2007 dan Paraturan Dtrektur Jender»i Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini

dtterarxj'.. '-hwa:
-

CV.TRIfUiRA

02.283/448 9-504.000

n
'■ .1 !

J

•y -, v4 ;

1. Naf'c^

2. Nomor PokokW^P^(NPWP)

3. Hlaamrn L^iangan Usaha( KUJ)

4. Alanui

S1900 - PEROAGANQAN BESAR LAINNYA

JL. HALMAHFKA ) 1 RT.003 RW.005.

KARANGTEMPFI . SrMARANG TIMUR. KOTA

SEMARANG, JAWA TENGAH
00000

5. Medt/Akronim

6. Stiitus Modal

7. OlMiiillHhB

IL Waumjibaii I'aiak

SWASTA

PU8AT

[ X]F -^38014(2)
I XJPPhPas'^nB
[ X ] PPh Pasal 19
I X]PPt\ Pasal r
{  JPPhPaafif??

( X }PPhPasal?3
[ X ] PPh Pasal 25
[ X } PPh Pasal 26
{ X ] PPh Pasal 29

lelah lardaftar pada tata usaha hami.

..^cutiarang, 02 Otdohoi 2012
Kepi^ Kantor

/ >*/' K^Mild Setoi Pclayanan.

U  ̂ i"-'
\>K F®pR|lettie92oiiooi

KP.PDIP.4.3-00
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S.Y. JUDIASTUTl, SH
NOTARIS Dl KOTAMADYA SEMARANG

SK. MENKEH Rl Nomor: C-16S2.HT.03.01-Th. 1999

Tanggal: 22 Jull 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Naslonal Nomor: 33 - XI • 2000

Tanggal: 18 Oktober 2000

AKTA

S A L I N A N

TANGGAL : 5 Maret 200^

NOMOR : 2

?23R3:?ROAN KOM;VMDITSR

"CV. TRI PUTRA"

Kantor:

Jl. Batan MIroto I No. 458 Semarang - 50134
Telp. (024) 3563318 -3583242 Fax. (024) 3583242
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raRSEROAN KOMANDriER

" CV.TRIPUTRA"

Nomor : 2

-Padahari ini, Rabii,tai^gal tigaMaretdDanbaQi]q>at( 3-3-2004 ).

-Mengfaad^ kepada saya, SILVIA YUSTINA JUDIASTUTI, Sarjaoa Hukun, -

Ko^is di Semaraog, deagao dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris keoal *

Clij -^£; /l daniian)a-naniaiiyaakaD disebutkanpadabagiaQ afcfair akta ini:

^  f I- Nyonya DYAS UTAMIANA, swasta, pemegang Kartu Tanda Peodudidc —

( KTP ) nomor : 1L5003.310662.0001, bertempirt tii^gal di Semarang,

jalaa Sumbawa 1 nomor : 10, Rukun Totangga 008, RidoB Warga 004,

Keturahaa Karangtempel, ICecamatan Semarang Hmr. ———

n. Tuan DJUMAIDI, swasta, pemegang Kartu Tanda Pendutkjk ( K'lP )

nomor : ] 1.5002.230558.0002, berteinpat tinggal di Semarang, jalao

Lodan I / 29, Rukun Tetsnigga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan

Bauckaiiafjo, Kecamatan Semanuig Utara. :

-Para penghadsp telah dikenal oleh saya, Notm'is.

-Para penghadap menerangkan deogan ini telafa mendirikan sebmdi Perseroai —

Komandito' den^ memakai syarat-syarat dan po^Hirao-perahiran sebagai ——

l>orikut:

Pasal: 1. :

-Perseroan ini bemama Perserosm Komanditer '*CV. TRIPUTRA", bertempat —

kedudukan di Kota Semarang, (^ogan cabang-cabaog dan / atau perwakilan

di teuq^al lain yang diau^ap perlu oleti pesero pnigurus. — —.—......

Piisal; 2.

-Maksiid dan tiijnan dari peraeromi ini ialah berusaba dalam btdang-bidapg: •—

a MeajaJ»ikan us^a dalam bidmig perdagangan tnmim, tennasuk impor, ——

tkspoT, perdagai^an antar piilaii (interinsulair ) baik atas perfaitui^an piUak

»t



sendiri maupun alas tangguiigan pihalc lain secara komisi serta usaha-usaha —

sebi^" leveransir^ grossir, supplier, distributor dan keagenan/perwakilan —

uuiuk segala iiiaoaiu barang; - -

b. MenjaJankari usaba sebagai konlraktor / pemborong di bidang perabangunan, -

yang antara lain melipuH bidang arsitektur, perencanaan dan pelaksanaan

beibagai bangunan, uieliputi proyek-proyek gedung, jalan-jalan, jembatan -—

jembatan, pengairan (irigasi ), landasan, perpipaan, pepgerukan sungai,

penguingau, pengecatmi, pcmeliharaan gedung dan fasilitas laini^a, instelaai -

iistrik dan telekonumikasi serta pekerjaan-pekeijaan laim^ dalam bidang —

pembangunan;

c. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan;
t

d. Menjalankan usaha dalam bidang pel^^an jasa kecuali jasa dalam

bidang luikuiii danpajak;

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasiQra, asal sajatidakbertentangan

deiigan liukimi berlaku.

—— Paaal: 3. —~

-Pei"seroan ini dimulai padatanggal tiga Maret diia ribu empat ( 3-3-2004 ) dan ~

didirikan iintuk vvaktii yang tidal: ditentnkan lamanya

Pasal: 4.

-Modal perseroaa ini tidak ditentnkan besamya dan sewaktu-waktu lemyata

dalam bulm-bukunya, dari bulni-buloi mana temyatapulajumlali bagian

masing-inasingpesero dalam modal perseroan.

•Selain dari modal yung dinyatakan dalam bulm-buku, pesero pengmns akan —-

menciu'alikari pula dalam perseroan kepandaiao, kerajiuan dan teiiaga sepenuli —

peniihnya.

Pasal: 5. ——

-Didalam perseroan ini penghariap Nyonya OVAS flTAMtANA ditiinjiik sebagai



S.Y. JUDIASTUTI, SH
NOTAR*S ,

SEMARANG

pcsero peiiganis yang bertanggung jawab sepemii penuhnya dalam segala hal

yang mengenai penteroan sedangkan pengliad^ lYian DJUMAIDI hanya sebggai

pesero koiiiaiiditer yaiig bertuiigguag jawab hanya sebatas modal ymg

diiiiHMikkaii tlulaifi pw nei ohii Naia

-Pcsero pengunis pepghadap Nyonya DYAS OTAMIANA dengan memap^ --

jabatan aebagai Direktur beihak uiHuk melaludcan segala tindakan-tiiidakaa, baik

ywig mengenai pengimwan mauptm yang mengenai pelepasan hak milik kecuali -

I
a Memperoleh, melepaskao atau membebani barai^-barang tetap, mesio

mosin, kcndaraari bcrmotor bagi kopunyaan perseroan;

I b. Meminjara atau meminjandcan uang untuk dan / alau ttas tinma peraeron;

c. Mengikat p^eroan sebagai Penjamin ( borg atau avalist);

d. Menipergunatum buiiaig-baraiig milik perseioan sebagai jaminan hirtnng^

Irauslah pesero pengunis bertmd^ depgan mend^iP persetujuan da~i pesero —

—  Paaal: 6. —

-Segala pekeijami dan pesero diserahkan kepada pesero penguns yang berwajib -

memegang biikii-hiiku dan ymg berhak mengai^cBt pegawai-pegawai, juga

iBituk meueUgikmi gujinya wiaKii^-fiHigfpg,

Pesero KomanditEr sewakln-waktu beitak uotuk memeriksa sendiri atau oleh —

yapg dikuasakaraiya keadaao btdoi-buku, uang penisaliaan dari perseroan

-Pe«ro pepgurus beikew^ibmi memberi ketersf^ao tentang keadaan perseroan —

yaug diniiuta oleh pesero kmuauditei

t

Pasal! 7. —-——

-Masiiig-iitasiiig pesero sewaldu-waktu beibak uotidc keluar dari pcrscroai, ———
(

asal ftafa membentahukan maksuckiyB 3 ( bga ) bulan teiiebih dabalu kepada

j,

f I

-1
!  I
I



pesero laiimya, dengmi ketenftian apabila yang keluar itu pesero pengums, maka -

iawajib.terlebih dahulii raembereskan dan menyeiesaikan semua laporan

(entai^ keuangtm dan hal-hal Iain yang menymigluit ( usaha-usaha ) perseroan.

Pesero yang tidak keluar berlnik luifulc melaujulkan penisaliaan dari perseroan —

dengan menerima segala kekayaan dan memikwl beban-bebannya, tetapi mereka -

berkewajiban luituk inembayar kepada peseio yang keluar dari perseroan dengan-

nang hmai bagiannya dalam perseroan meminrt neraca dan perhitungan laba

inginya yang dfbuat pada waktu keluaiiqra den^o tidak perlu mfimhaynr

bimga

Pasal: 8. —

-Apabila seorang pesero meninggal dimia, perseroan tidak dibubarkan, tetiqji

pesero yapg masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yapg

ineiiinggat dunia itu beriiak untiik inelaujutkan ( usalia-usalia ) perseroan, -™—--

dengan ketenluan jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari satu orang, -

maka ahli wans ( yang uieuiiliki Iiak bersama-sama), itu harus meuunjuk

seorang kuasa untuk mewakiH dan menjalankan hak-hak dan kewajiban

kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling —

lama 3 (tiga ) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.

-Jilm dalam jan^a waktu 3 ( tiga ) bulan itu mereka bclum ahui tidak menunjuk -

seorang jmasa atan tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk

melanjutkan ( usaha-usaha ) perseroan ini, maka merelca dianggt^ tidak setuju —

dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya

pesero ynng bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih nHa .........

beriiak untuk melanjutkiin ( usulia-iisaba) perseroan.

-Apabila yang meninggal dunia ihi pesero pengunLS maka pesero yang masih

oda Irnraa meuunjuk seorang peseio pengurus baru.



S.Y. JUDIASTUTI, SH
NOTARIS f

SEMARANG

M:'

■'^-v

Apulia salah ccoraog pcsero dii^atakan pailit, diperkenankan m&minda —

pemhayarm Imrang-hiiranjgDva ( sitrseance van heUling ) ataii dinyaUdun

dibiKvafa penga»g>uan, nrnkn pesero yang bersanglcutan dianggi^ tel^ kehiar —<

dari p^rti^roan aehwi Kvbelian (^ri8(iwa itu (erjadi.

*  Pasal: 10.

•Bi^an pesero ymg keluar alau yaog diaoggap keltiar dari perseroan idran.......

dibayar dangao uai% tiiiiai kepsvla yai% b^tnk menerimaiiya^ yaitu sajtmlah —

bagiffiu^a daJam perseroan meminit neraca Htin peHutungan l^a-rugi ter^dur —

atau yaog dibutf pada waktu keliiar ataii diaoggap keiuanqra pesero yaog

bersaigkutan dalam waktu 3 (tiga ) bulan tanpa bunga.

-Dengan pemb^arai to^bid pesero yaog n^ih ada berbak sepenufanya .

melanjutkan ( usaha-usaba ) perseroan^ dengan sisa kek^^ami dan bebannya dm

deugau tetap oieniakai uania persei ouu.— —

pagij ; 11

taiiuD pada akhir bulan Desember, uutuk pertamakalinya pada

pen^abtsan / akhir bulan Desember t^m 2004 ( dua ribu empat) buloi-bidai —

dari perseroan ini faarus ditutup dan selekas muogkin dalam waktu 3 (tiga)

buian dibuat neraca dart poaeroan beserta perhitimgan laba — —

Neraca dan perhitungan laba tersebut, demikian pula surat-surat laporm —

talainan perseroan, hanis disimpan / diletakkan di Kantor perseroan demikian —

tigta sehu^gga d^at dipertksa / diteliti oteh pesero ktHoanditer dalam jai^^ ——

waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan peiiiituigan

iTigi laba itu. —

-Apabila peseio komanditer tidak dig>at n^nyehijuifiya, ia berfaak meogajukau —

aurat keberatan t^luutep perhitungan itiL —*—— ............—.........

Apabila dalam wdctu 14 ( empat betas ) hari itu tidak ada yang meng^ukan •—•••-

keberatan maka dattar-daltar ihi akan dimggap sah dan akan ditanda-tangmi ——



pcsero komanditcr, yang bcrarti baliwa pesero komanditer memberikan -

pengesahan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pesero

pengunis otaa seraua tindakon dalam jabatannya ilu dalam tahun yang lala-
Pasal;12.

-Keimtungan bersih dari perBeroan ini setelah dikurangi biaya-bi^ langsung

lainuya dai i perseroaii akan dibagikau antara para pesero, mastng-masiDg

memmit perbandingan jimilah bagian para pesero dalam modal perseroan.

-Penibayanm dari kemilmigan akan dilakukan dalam waktu 1 ( sahi ) bulan

setelah perbiUmgan yang diraaksud dalam Pasal 11 disahkaa

Jika dianggap perlu, scbclum Irountungan dibaff, atas persctujuan para pesero, —

sebflgian dari keunlungan itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan.

Modal persediaan ilu dianggap sebagai keunlungan yang belum dibagikan.

Kenigian dari pei-aeroan iui ukmi dilaiiggung oleh para pesero masing-masing

besan^ memaut perbandingan jiiralah bagian masing-masing pesero dalam —-

pereeroau, telapi pesero komaudiier tidak diw^ibkaii menanggung kenigian yang
besan^'amelebihipokokmodalnya -

Pasal: 13. " "

-Fara pesero dilarang uotuk menjual atau mengalihkan, menggadaikan atan -

dengan cara apapun membcbani bagianiiya dalam perseroan, baik selunihnya

maupun sebagian terkecuali dengan persetujuan pesero iainnya.

— Pasal: 14. ——

-Apabila perseroan ini dibubariam atau berakhir maka penyelesainya akan

dilakukan olehDirektur. " "

Sisa kekayaiin perseroan akmi dibagikan kepada para pesero atau kepada yang -

memperoleh hak-hak mereka menunit perbandingan besar modal mereka dalam -

perseroan. —

Dalam hal demikian maka segala bnlm-bnlm dan surat-snrat perseroan disimpan_-
L._



oleh bekas Dtrcktur dengan kcwajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 —

Kiteb (7ndang-({ndang Hiikiwn Dagang.

-Pasal: 15.

-I>aJam Htsgala haJ varig tidak atau (idak cukup diituf dalam dda ini, maka

para pesero akao mengambil kepubisan atas persetujuan mereka b^aaon. -

—  —— Pasal: 16. _

-Mengenai segala inisaD pei^mjian mi dengan segala ̂ bat-akibaliiya, para -—

pCTghadap tolah ineoiitih teii^at kodudukan iudoBii ymg lumsn dan di —

Kaotor KepaoiteniaD Peogadilan Negeri di Semarang.

DEMIKIANLAn AKTAINI

-Dtbu^ Han dire^ikan di Semarang, pada hari, tffiggai, bulan dan ———

tersebul daian kepala akta ini dengai dihadiri oleh Nyoi^ CUCU SAMSIAH

danNonaHIKMAtt

-Kedua-duanya pegawai Kaotor Notaris dan beTtenq)at tinggal di Semaraqg, —-

sebagai saksi-saksi.

-Segera aetelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaria kepada para penghadap —

dan saksi-saksi) maka akta ini ditaoda-tangaoi oleh para pepghanhy, Bakst'saksi

di9i saya, Notuns. ^

-Dilangsungkan dengan (faia pengubahan yaitu karena dua coretan dengan —

ganban tai^tanibahaa dan coretan.

-Minit akta tni telah ditaoda

;;p\Asr^^

RSURUnUi

(angani sebagaimana mestinya —

-Diberikan sebagai S ALIN AN.

>  3

: r
i



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU5IA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan. Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

Lampiran

Perihal

AHU-0010756-AH.01.15 Tahun 2021

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV TRI PUTRA

Kepada Yth.
Notaris S.Y. JUDIASTUTI S.H.. M.H.
]L. BATAN MIROTO I NOMOR : 423
SEMARANG

Kota Semarang

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi
Badan tJsaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 03 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris S.Y. JUDIASTUTI
S.H., M.H. berkedudukan di KOTA SEMARANG. beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12
Maret 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CV TRI PUTRA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima
dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat
Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Ti

Diterbltkan dl Jakarta, tanggal 12 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTURJENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

I

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2021
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari

Sistem Administrasi Badan Usaha

taris di Kota Semarang

''tic#

7b

KCn^

TUTl, S.H.,H.H



PENOAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU5IA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan. Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 -Hunting

Nomor

Lampiran

Perihal

AHU-0010756-AH.01.15 Tahun 2021

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV TRI PUTRA

Kepada Yth.
Notaris S.Y. JUDIA5TUT1 S.H.. M.H.
JL SATAN MIROTO 1 NOMOR : 423
SEMARANG

Kota Semarang

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di daiam SIstem Administrasi
Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggai 03 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris S.Y. jUDIASTUTI
S.H., M.H. berkedudukan di KOTA SEMARANG. beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggai 12
Maret 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CVTRI PUTRA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima
dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagalmana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggai diterbitkannya Surat
Keterangan Pencatatan Pendaftaran int.

•4
7Tt>

0 liTi

Dlterbitkan di Jakarta, tanggai 12 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

. i-

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari

Sistem Administrasi Badan Usaha

taxis di Kota Seniarangsm!

Hcnp-

TUT1» S.H.»M.H



Nomor

Tanggal
Lampiran

:R07.Br SPN/006/2022

: 04 Januan 2022

mandiri
PT Bank Mandin (P«r»«ro) Tbk

Cabang Samarang Pandanaran
JS Nn ">6 V'

Vp <0241 8310325
Fax (024>84U12^

Kapada
PT. PLN (Parsero)
Unit induk Tranamisi Jawa Bagian Tangah
Unit Tranamisi Saiatiga
Jl. DIponegoro
SALATIGA

Perihai Surat Rafaransi Bank

Berdasarkan surai dan nasabah Nomor TP/OOi/l/2022 Tanggal 03 Januan 2022. Kami
menerangkan bahwa

Nama

Alamai

Nomor Rekening
Direktur

CV, TRI PUTRA

Ji Halmahera III No. 1

Semarang
135-00-1335178-6

Oyas Utamiana

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandtn (Persero) Tbk Cabang Semarang
Pandanaran sejak tanggal 13 Januan 2015

Surat Referensi Ini dibenkan untuk persyaratan mengiKuti

"PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2022"

Demikian agar saudara makium dan surat referensi ini kami buat tanpa ikatan dan / atau
tanggung jawab dan pihak bank

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran y

Asih Dwl Nuarahatt

Branch Operation Manager



Model: DPP -5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN :

KELURAHAN :

Kode Keiurahan

No 0113322 EH

Pete Kola Smg

SURAT
KETERANGAN

PENGANTAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah Ini. menerangkan bahwa :

6.

8.

9.

No. Kartu Keluarga

Nomor Pokok Penduduk/ K.T.P.

Nama lengkap

Jenis ketamin

Tanggal lahir

Kota keiahtran

Alamat

Status perkawinan

Agama

Kewarganegaraan

u..-::-«aMaan

P11A RIS
y/ Umum K

i. a' ';t?i:;»RANG TWUR

S

Kepegswuan

\  Muda Tk. I
>11

pcm/iPof^

.u_,

iZ-T 03 5

1. Deelum kawin 2. Q'Kawin 3. □ Janda 4. □ Duda

s/d *
c\y. TP* RjTP^

*1^ ^ hAm^HO^
wc

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang

NIP.

CaMan : X) AoM

>vm u //^

ruanoan

Ty

o

ia m
Q
Tk [

198602NIP 19 ^AR4>iC

^ -OS . 20(2-

EU/RANAh JKEU/RANAk
TEMPa

yA.Tiy.&e.
NATATK.I

'196111019&7032008



Penyampaian SPT Elektronik

® Direktoratjenderai Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV TRIPUTRA

NPWP: 022832489504000

Tahun Pajak: 2022

Masa Pajak: 2/2

JenisSPT: PPN1111

Pembetulan ke: 0

Status SPT: Nihil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian : 10/03/2022

MnmnrTanHa Tprima PloLfrnni^ • 004^0*50 901 OQI 1 O



Penyampaian SPT Eiektronik

© Direktoratjenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Eiektronik Anda.

Nama:CV TRIPUTRA

NPWP; 022832489504000

Tahun Pajak: 2022

Masa Pajak: 3/3

Jenis SPT: PPN1111

Pembetulan ke: 0

Status SPT: Nihil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian: 19/04/2022
Mnmnr TanHa Tc»rima Plol'trnniL' • 7*548040^00^9701 QA1 1 O



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama:CV TRIPUTRA

NPWP : 022832489504000

Tahun Pajak: 2022

Masa Pajak: 4/4

JenisSPT: PPN1111

Pembetulan ke: 0

Status SPT: Nihil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian : 30/05/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 60489506071220304509

Terima kasih telah menvamoaikan Laooran SPT Anda.



Yahoo Mail • (c-FomiJ Biikli Penerimaim tJcklTDnik liiipjiV/nni I .>'ahoo.coinWrolders/1 /mcssagcs/23 527

Fwd: [e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

on

From; Dyas Utamiana (dya5utamiona@gmailxam)

To; dyasuta@yahoo,com

Date: Monday. March 7.2022,951 AM GMTt7

Dikirim darj jPad saya

Awal pesan yang diieruskan:

Dari: efiring@pajsk.0o,td
Tanggal: 7 Maret 2022 09.50.25 WIB
Kepada; dyasuIamiana@gniai!iconi
Subjok: [o-Porm] Buktl Poncrimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik

^ Direktoral Jenderal Pajak
Berikutini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama; TRIPUTRA

NPWP: 022832489504000
Tahun Pajak: 2021
Masa Pajak; 01/12
Jenis SPT: 1771

Pembeiulan ke; 0

Status SPT :.Nihil

Nominal: 0
Tanggal Penyampaian : 07/03/2022

NomorTanda Terima Etektronik: 05489306531222007900

Terima kasih telah menyampalkan l-aporan SPT Anda.

PErfTlNG

Informasf yang disampaikan molalia e-mail Ini hanya dipearaUdcan bag! pihak penerima ssbagaimana
dimaksut pada lijuan e-mail ird s^a. E-mail Ini dapal berisi informasi atau hal-hal yang secara hiAi/n
bersifat rahasia. Segala bertiJ< k^lan, penyampaian kembali. psnysbariuassn, penyedlaan untiA dapai
diakses. darValau penggcraan lain atau tirtiakan sejenis atas Informasf ai olsh pihak baik orarg maLptn
badan selain dari pihak yang dimaksud pada liiian e-mail Ini adalahdiferang.dan dapat diarvam saricsi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan ands mer^rtma Informasi iri terap
mengriiJingl Dreklorat Jenderal Pajak c.q Direkloral KTTSDA dan segera merghspus e-mail rt beserta
set^p salran dan selmii lamplramya,

Seliap penggiTB Email Pajak hams mencarflumkan ideraitas alau Email Slgnatire irtuk setiap email
yang dikirimkan dengan format sesuai dergan yang lercantim daiam SE-135fPJ/2010 HAjf E Angka 4

2022/m/07. AN!



KEMENIcKimi^ KEUAWf?Ah ktPUBLIK INL>oHEStA

wti\ik. > « I I

KAN OK ̂  ILAYAH DJP M

OR PELAYANAN PAJAK PRA i

JL. Kt. MAi«x:>u.;SARXORO NO. 34

StiviARA*;~ -n'2T

Mk. I

K'NGAH I

3EMARANG TIMUR

Tetepon: (0. .j' 67

fax (024)8414439

B
f'fi -

iS'Ji

SPRAT KETERAWGAH TBRDAFTAR

Nomor ; PEM-02677/WP.110/! '' < 603/2012

SosuM dengan P^al ? ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) ") Un.l>ng-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tontang
KetenU-:- " ■ Tafa Ca-

Nooor 28 Tahun 2007 cian Paraturan DireWur Jendert- ^>jak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini
drteraru,* * ov^-a:

1. Nsm

2. Nomor Pokok Wajib Pajak { NPWP)

3. Kl^jsifikast Lapangan Usaha { KLU )

4. Ala!

5. Merk/Akfonim

6. St^iius Modal

7. Sta^Usaha

A. Kaivajibari r*a|aii

telah terdaftar padi tata usaha kami.

CV.TRP'liiRA

02.283.-i V 1-504.000

51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA

JL. HALMAHFI-f . RT.003 r<W.O(®.

KARANGTEMPfT . PARANG TIMUR, KOTA

SEMARANG, JAWA TENGAH

00000

SWASTA

PUSAT

( > ;i '^asaUf?)

[ X]PPhPac9ii5

[ X ] pph Pasal 19

I X ] pph Pasf»l '

[  J PPh Pas.^'

[ X ]PPhPas.4?3

[ X ]PPhPasal25

[ X ]PPhPasal26
I X ]PPhPasa!29

.. 02 Oktobf < ?• a

/  - A-rt Kepala Kantor
/  Kepaia Se^i Polayanan,

I - V

'AtxlufMai
NIP. t970O2f2199?O11OO1

\S • I,',.' - —-
X. •

KP.PDlP.4.3-00

-as...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. Kl.

MANGUNSARKORO NO.

34

SEMARANG 50421

KANTOR WILAYAH OJP JAWA TENGAH I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR

Telepon : (024) 8414787

Fax:(024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-02737/WPJ.10/KP,0503/2012

Sesuai dengan Pasai 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan
ini diterangkan bahwa:

1. Nama

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3 KlaslfikasI Lapangan Usaha (KLU)

4. Alamat

CV.TRIPUTRA

02.283.248.9-504.000

51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA

JL. HALMAHERA III N0.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000

5. Merek/Akronim

6. Status Modal

7. Staujs Usaha

8. Kewajiban Pajak

SWASTA

PUSAT

I X IPPN iPPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

KiEMSNTFRiAN KEUANGAN REPUBUK mi

^ PKEkTO^T jenderal PAJj

NPWP: 02.283.248.9-504.000

CV.TRIPUTRA

JI.|'Halmahera 111 No.1 RT.003 RW.005
Karang Tempel .Semarang Timur
Kodya Semarang - Jawa Tengah

TERDAFTAR: lOKOlTOOi

Semarang, 15 Oktober 2012
Kantor

csi Pelayanan,
'4^

<0^

u
cfcV

bdul

j^roo2 21992011001

IV :.'



Nomor

Tanggal
Lampiran

7.Br.SPN/040/2016

17 Febaiari 2016

mandiri

Kepada
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
J). Stadion Seiatan No. 1

Semarang

PT Bank Mandiri (Per8ero)Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 104

Semarang 50134 Indonesia
Telp. (024)8310325
Facs. (024)8414125
www bankmandiri co id

Perihal Surat Keterangan Bank

Atas permintaan nasabah kami tersebut di bawah ini. Kami menerangkan bahwa:

Nama

Alamat

Nomor Rekening

CV Tri Putra

Jl. Halmahera III No.1 Semarang
135-0013351786

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang
Pandanaran sejak tanggal 08 April 2009

Demiktan agar Saudara maklum dan Surat Keterangan ini kami buat tanpa ikatan dan I
atau tanggung jawab dari pihak Bank dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal penerbitan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
yy Cabang Semarang Pandanaran

Diah Kusuma

Branch Operatiorf Manager
rum



AsU
Ah.'- •

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSF.Kl TliAN KOMANDI I ER (CV)
lirRDASXRKAN

I NDWC.-l Kl ri IK jNIXiNhSlA M'MOR VI A}U N m2
TrNl A\(.. VIIB DAl l AR PKKt SAHAAN

NOMOR TOP BERLAKU S/0 TANGGAL PENDAFTARAN; PEMBAHARUAN

11.01.3.46.08543 1 APR 2019 PEMBAHARUAN: 0 2

NAMA PERUSAHAAN:

TRl PUTRA, CV.

STATUS:

KANTOR TUNGGAL

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : DYAS UTAMIANA
•

ALAMAT: JL HALMAHERA HI NO r KEC SEMARANG TIMUR. SEMARANG.

NPWP: 02.283 248 9 504 000

NOMOR TELEPON; 024-70440703 FAX: 024-8457340

KEGIATAN USAHA POKOK : ; ; ̂  ,;v

PEROAGANGAN BESAR MESIN. PERALATAN , '

CAN PERLENGKAPAN LAINNYA '

KBLl:

46599

SEMABANG, 20 MEI 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

,  KOTA SEMARANG

Draj^Rt MARTINI MM
dejAinautama MUDA

'^30603 "53503 2 002



Asti

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Alamat: Jl. Pemuda 148Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321,1322,1421 -Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SlUP) KECIL
NOMOR : 517/3187-1306/11.01 / PK / VIII / 2016

NAMA PERUSAHAAN ; TRl PUTRA, CV 1

1

NAMA PENANGGUNG JAWAB

JABAtAN

; DYAS UTAMIANA
1

j

——.1. - 1

AUVMAT PERUSAHAAN : JL HALMAHERA 111/1, i
KEL. KARANGTEMPEL. KEC. SEMARANG TIMUR. KOTA SEMARANG :

NOMOR TELEPON : 024-70440703 FAX : 024-8457340

MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH PERUSAHAAN

(TIDAK TERMASUK TANAH
DAN BANGUNAN)

: Rp 200.000.000.00,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH)

1

KELEMBAGAAN ; PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECER

'

KEGIATAN USAHA (KBU) ; PERDAGANGAN BARANG DAN JASA 1
1

BIDANG USAHA (KLUI) : 4663, 4752, 4633. 4722, 4651, 4652, 4741. 4642, 4761. 4649. 4759, 4659. 4530. ;
4540. 4653, 4779. 9511

BARANG/JASA DAGANGAN

UTAMA

: Bahan bangunarV pangan, barang elektronik/ cetakan, meubelair. perlengkapan
pegawai/ mmah tangga/ kantor. Alat/ suku cadang : tulis, kantor. elektrikat.
mekanlkal. teknikal. SAR, keselamatan kerja, kompresor. generator, alat berat.
konstruksi. pendidikan, oiahraga, teknologi informatika. mobil. motor, mesin.
komputer (software, hardware), kapal. Jasa ; perawatan alat tulis kantor.=

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN 01 SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA. SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG
SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SlUP PADA TANGGAL
1

IBJUNt 2020

SlUP L.AMA NOMOR : 517/595-1306/1 1 Ul/PK;VI/2010,TGL 18

.lUNl 2010. (517/186-1 306/1 1 .0 l/PK/1/2015. TGL 19 JAN 201 5-
PEMn.XRL'AN V)

T;- ! • j"*' 14-1
T.' - - ^3 r- ■ Jt it

Dikeluarkan di SEM.AKANG

Pada Tanggal 04 Agustus 201 ̂

Semarang

KepaliiBadan Pelayanan Periiman Teipada
Semarang

SR MARTINI. MM.



HU

PROVINSl JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

337MQ3510bba00Ql

Mama

Tempal/T^Lahir
JenisKalwnin

Akamai

RT/RW

KeVDesa

Kecamatari

Agatna
Status PerKawvtan

Pekenaan
Kewarsanagaiaan
Bertaku Hingga

DYAS UTAMiANA
^MARANG. n-oe-iges
PEREMPUAN GolDaiah
JL.HALMAHERA ll(/1

003-005

KARANGTEMPEL
^M^^MNGTMUR

ISLAM
KAWIN

KARYAWAN SWASTA
WNI

n-0fr«)i7

KOTA SEMARANG
(M-11-2012



nnwuvi . Xfrr - 9

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN :

KELURAHAN :

Kode Keiurahan

No 0113322 EH

Perc. Kola Smg

SURAT
KETERANGAN

PENGANTAR

Nomor :

YarTg bertanda tangan dibawah ini. menerangkan bahwa ;

1. No. Kartu Keluarga

2. Nomor Pokok Penduduk /. K.T.P.

3. Nama lengkap

4. Jenis kelamin

5. Tanggal lahir

6. Kota kelahiran

AI a m a t

Status perkawinan

A g a m a

TWU«

-inr i^enscrattfaian

12. i^perluan

Tk. i

KP. ;Cf'>(i?';!S?i032O1t
"  ./■'

7.

8.

9.

10.

11.

?T>
i <•

13. S^ku^muIaK^
14. Keferar^gan fain-lain *)

^HOC^oool

Pew

,. ji _ w

/1 m 03 ^
I.QBelum kawin 2. [VfKawin 3. □ Jarxla 4.n Duda
.jg^

;

CV. "H^T fOTTV^

Demikian untuk menjadikan maklum bagi ya'ng beri<epenlingan.

Tanda tangan pemegang

NIP.

: WSffIre
^ '03 . 20(2.

LUR.AHAIf J*KELUR.AHAh
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Model :0PP.5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN ;

KELURAHAN ;

Kode Kelurahan

No 0113322 EH

SURAT
KETERANGAN

PENGANTAR

Nofnof ; Wh

Yang beilanda tangan dibawah ini. menerangkan bahwa

Perc Kota Smg

.

3.

4.

5.

1. No. Kartu Keluarga

2. Nomor Pokok Penduduk/ K.T.P.

Nama l^gkap

«ienis kelamin

Tanggat lahir

6- Kota k^atvran

7. Aiamat

8. Stabjs perkawtnan

9. A gam a

10. Kewarganegaraan

riMUR
P t T A S,1 S
Umiifti dan Kepegawaiw
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S.Y. JUDIASTUTI, SH
NOTARIS Dl KOTAMADYA SEMARANG

SK. MENKEH Rl Nomor: C-16S2.HT.03.01-Th. 1999
Tanggal: 22 Juli 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTATANAH
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 33 - XI • 20<M>

Tanggal: 18 0ktober2000

AKTA
S A L I N A N

TANGGAL

NOMOR

; 5 Maret 2004

: 2

'WM;

y r

rSHSSI^AN ICDrLirairiSR

"CV. THI PUTHA"

ll

i

Kantor:
Jl. Batan MIroto I No. 458 Semarang - 50134

Telp. (024) 3563318 - 3583242 Fax. (024) 3583242
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PERSER.OAN KOMANDnER

"CV.TRIPUTRA"

Nomor : 2

•Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Mvet dua ribo einpat ( 3-5-2004 ).

ti '

\^ru

-Meoigliadiq) kepada saya, SILVIA YUSTINA JUDIASTUll, Sajaoa Hidom, —

Kotarts di Semaraog, tfeogan dihadiri oleh saksi-sal^ yapg siya, Notaris keiBil —

£  }l dn oaroa-namaoya akan disabutfcan pada b«giao aldur afcta im :
•i V^ .5X^  .^.'1' L NytH^ DYAS UTAMIANA, swasta, pemegang Kartu Taoda Pefukukdc —

( KTP ) nomor ; 11.5003.510662.0001, beiteo^at tii^gal di Semarang,

jalan Sumbawa I nomor ; 10, Rukun Totangga 01^, Rukn Warga 004,

Keinrahan Karanglempel, Kecamalan Semaraag Tiimr.

H. TOan DJUMAIDT, swasta, pemegaag Kartu Tanda Panduduk ( KTP )

nomor ; ] 1.5002.230558.0002, bertempai ringral di Semmmig, jalan ——

Lodan 1 / 29, Ridom Tetangga 002, Ridon Warga 005, Kelurafaa —

Baudmbajo, Kacauiatan SaiuaraugUtara. ;

per^had^ tel^ dtkenal oieb saya, Notaria.

■y, •:

.lo
•I.- •

-Para penghadap meimnqgkai dengao ini telA mendirikan aebiiah Peraeroan —

Komanditer dengan memakai ayarHt-syarat dan peratunm-peraturan sebagai

-Perseroan im beroama Peraeroan Komandifter '*CV. TRl FITIRA", bertempaft —

kedudukan di Kota Semarang, dengan cabang-cabaog dan / atau perwakdan

di teng>at lain diwiggaf) perlu oleh pes^'o pei^pma.

-Mi4naid dan hyiian dari perseroan ini ialah benimha daiam bidaf^idaog:

a. MeojaJankan iiaaba dalam bidang perdagangaa umum, tennasidc inipor, ——

ekspor. perdagangan anlar piilau ( iirterinsuiair ) baik stns pertutta^gsn piU^

ti

'I
:

t



sendiri mai^nn atas fanggmgan pihsdc lain secara komisi serta usabariis^

sebiigai ieveraoBir^ grossir, supplier, distribito dan keagsnan / perwaldlaa >

m'.

v's-V".;

b. M^jaiaidcsfii usaba sebs^ai koobaktor / pendxM'^HQ di bidaig pend^aytman, -

ya% anhra lain melipuH bidang arsiMctur, perencanaan dan pelaksanaan —

berbagai baigunan, melipud proyefc-proyek geda^ jalan-jalao, jendnCaD —~

jen^iahn, pengairan (ingasi), landasan, perpipaan, pengerukan supgai,

pengnnigaii^ pet^catan, pemeliharaaQ geckiog dan fasilttas taimiya, instalasi'

listaik dan tei^omnnikaBi serta pefc^aan-pekeijaan lainnya dalam bidang —

peii]l>aQgQnaii;

c. MenjaJankao tisaha dalam bidang percetakan, penjilidaa dan penerbitan; —
I

d. Mrajalaidcan issaha dalam bidapg pelsyaoan jasa kecuali jasa dalam —

bidang laiuMn dan pigak; —

-satai dan lain dalam arti kata seluas-luasi^ asal sqa tidak beitetnangan

derigan hukunt bei laku.

—" Pasai 3.

•PerBeromi tni dhnulai pada taoggal tiga Maret (km ribu empat ( 3-3-2004 ) dan --

didirikan inluk wrictu yang tidak ditenftdkan lamanya. —

PaBal: 4.

-Modal perseroan tni ti(tek ditenlukan besamya dan sewaklu-waktu ternyate

dalam buku-btioKiya, dari btdoi-buku mana ternyata pula jumlah bngian •>—

masiiu^-masingpesero dalam modal perseroan.

•Setaiii dari modal yang dinyi^mt dalam buku-buku, pesero pengurus rkoi —-

meucurafakan pula (kiJam peiseroaa kepaodaiao, kerajiuao dan tenaga s^teaiii —

:5.

j -Didahan perseroan int pei^bartap Nyonya OYAS fn AMIANA ditiagnk sebagai



S.Yi JUDIASTUTI, SH
:  NOTARIS ,
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pesero peoj^nis yaag bertanggung jawab sepemdi pendmya dalam segala ha!

ywwt mengenai peraeromi sedangkan pengliadap Aiao DJUMAIDI haoya seb^

pesero koDimiditer st^a yuog berttnigginig jawab tuat)^ sebatm moAil yaiy ———

diiiKttaikkaiitiuJafupwttettniiiNtja. ■

-Pesero pepguns penghad^ Nyonya DYAS tJTAMIANA dei^ m^nangtoi —

Jabatao sebagai DirekUir beihak imluk metakiicai segala tindakao-Hodakan, baik

yaqg mepgenai peiiginiean maupin yaqg meqgeoai pelepasan hA miik kecuali -

vObin:
1

a Memperoleb, melep^kan atau merabebani banmg-barang tetap, mesm

n^siii, kondaraan bcnnotor b^ kepuoyaan perseroai;

b. Meminjam atau memmjamkaa uang untuk das / atau atas n^na peraeroai;
I

c. MeagikatperseroaDS^^PeqiamiiiCborgatausvalist);

I d. M^upetguuakati bansig-buvig milik perseroan sebggai Jaraiuan tarfw^ .
tuBiislab peswo pengiaua bertiod^ drar^gan meiKfapat persebijuaa dari pesero

komauditei',

' Pasal! 6. -

-Segala pekeijaaii dan pesero diserahkan k^ada pesn'o p^igurus ys^ berwajib -
memegmjg buku-bidoi d«i yaag foerfaak pegawai-pegawai, juga —

upbJt meuetaplufii gajiuya masiogmasiiig,

Pesero Komaaditer sewaktii-wakto bertiak isbik memerikBa sendiri atau oleh —

yong dtkuasakani^a ke^aao bi^-buku, imng penwahnnn dari perswon

^imumiiya. —

-Pesero pengvnis beitewiyiban membeh keterangaa feeolang keadaan pmeroan --

yaug dimiula oleli pesero koaamditei

Pasal: 7.

-Masiiig-uiasing pesero sewakhi-waklu hctkak mduk ketuv dart perseroM,
i

saja membentatsAaa noksuck^ 3 ( tiga ) bulao terlebih dahulu k^ada

"P
;,.l

^ i-:
'  1

-

H

n-
?. :
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pesero Iftiniqm, depgrni ketentuao ̂ abila yang keluar itu pescro peogunis, mAn .

ia WB|ib terlebib dafRitii membereskan dan fnenyeieftaikan seimia l;4)onBi

tentang keuangan dan hul-liid lain yai^ meiQniiigkut ( usaha-us^ ) peraerou. —

Pesera yapg (jdak keJuar beriiak untidc melaigulkw pernsahaan cbri peramran —

dangao meneniDa segala kek^^a^ dan meniikiil beban-babani^a^ tetapi merely -

beHcewajtbau uiibdc iineiid>^ar kepa<la pesero yaog keluar dari peraeroai

iiwig tunai b^annya dalam perseroan iBeHvit neraca dan pertiitoi^ lAa -

iMginya yaug dibuat padu wakhi keluaniya tidak p«1u membi^

Paaal.g.

-Apabila aeoraag pesero meniqgg&i dunta, perseroan ddak dibubakao, tetapi

pSBWo yang uuteih ada b^Baoa-sama dengan dili waris dari pes^o yat^

^-:h!

■m ■

xnemnn^ tkmia itu berbak untuk melanjutkan ( usaba-usaha ) perseroai, «—

dengan ketenbim jika ahii waris ywg bersar^kutan terdiri lebib dari sahi

mata abh wms { yai^t nieuiiliki bak b^Bama-sania itu haiiiK meouajuk ———
seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan h^-hak dan kewajiban

kewiyiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka wddu

lama 3 (liga ) bulm terfaihing dan bmi memnggafaiya peeero ymig bersaoi^a^a.

Jikadalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan itu mereka bolum atau tidak menuijuk -
seorang kuasa ataii tidak ada pemyataan bafawa mereka setuju untuk

melanjutkan ( usaha usaha ) perseroan ini, nudrn mereka dianggap tid^ setqiu —
dan dinyatakan telab keluar dari peraeroan terhitam sejdc ban menii^galiiya

P®®®™ y®P8 bersangkutai dm dalam hal demikian pesero yang nmsih ada — —
berhak urrtuk melwijutkm ( ubuha-usafaa) peiserom,

-Apabila yang meuinggaJ diaiia itu f^sero pengunis maka pesero yia% mitaiK

ada banjs meounjuk seorang peaeio pefigtaus btfu. —

Pasal 9.

■•I

f
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•Apabiia salah sooraug pescro dwyatakan pailit, diperkeoaidcBn memmda —•

pembayanin tnHwg-liutai^giiya ( Bureemce vao betaling ) atan diiiyatakao

dibawah pengampuan. maka pesero yang bersaogkiitan diaqggi^ feltti kelmr

dari p^nKanun aabari aabalum periBliwaiUiiefjadi.

Pasal: 10. —

-Bagiaa peaero ya^g keloBr atau yaag dtagggap kehiar dari perseroao ricaa

dibqnr ttengao uapg tinm kepada yapg berttak meneriroaiiya, yaitu sejumlah

b^aooya daiam perseroao mefumit neraca dao periutupgao laba-rugi tei^diir --

atau dibuat pada waktu keliiar atau diaug^ keluarnya peaero yai«

-Oeogan pemb^wan tefaebut pesero yang masth ada berfaak ^emifaiiya iMihilr _

melaojutkan ( usaha-usafaa ) perseroan, dengan eisa kek^raan dan bebaoiQ'a dao -

deugan tetap mefuakai uauia peraeroaa —————————

—  pjgjil. ij_

-Ti^bsg) (ahuB pada akliir bulau Desember, ukidc pcvtamaicalifiya pada

pengbabisan f akhir biilan Desemb^^ tabim 2004 ( dua ribu en^ral ) bidcu-biiai ■

dan peraeroan ini banw ditutup dan selekas mnogkin dalani waktu 3 (tiga )

bulao dibuatiieiuca dari perseroan bescrta perbitungan laba nigtnyn

Neraca dan pcrititungan torscbut, denukm pula sir^-swat lapwan —

tahunan perseroan, hanui disimpan / diletakknn di Kanlor perseroao demildan -

rapa ae^ungga d^ diperiksa / diteliti olefa pesero komanditer dalao j«#a

waktu 14 { empat betas ) ban seCetah dibuatoya neraca dau perbitu^an

nigi taba itu. —

-Apabila pesero komanditer tidik dapat meiiyetujaiiiya^ ia berbidc mei^^idEaai —

snrst keberatfin terbadap perhttuQgan ita. — — -

Apabila daimn waktu 14 ( ettfial betas ) faari ifoi ti<kdc ada ywig meogajukm ——

keberalan maka dsttar-dattar itu akan dian^ap sah dan akan ditaoda-taogani —^

■ w

•  i

k

ti
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obh pesero komtnditer, yang berarti bdwa pesero komanditer memberibdi --

pengesabai dao pembebasan twigguDg jswab aepemfanya kepada pesero

pei^anis atoa aeimm tindrftan dalam jrijatarmya itu dalain tahim yang lahi.-

eS»-t -1-

.. ,

ii'

ItHf ,t*J!

-Piitail. 12.

KeutfiHigai bersih dari peracnwrn ini eatelah <fikiragi bi^ra-bi^

taimiya da i pei seroau akau dibagikai ailara para pesero, masinfi-fflasipg

memnit pertwDdmgan jumtah bagiat para pesero dalam modal perea-oan.

-Pembayarao dai keuatuogan akaa dilakidcaa dalain 1 ( ) biilao

getelah perhituog^ yai^ diinakRid dabm Pwal 11 diuiJikan.

Jika diai^g^ perhi, sobelum kcuntw^ dibagi, ates peraetujuan para pesero, —

seb^ai dvi kf^^ntun^ itu dapat dipiaaUcao sebagai modal persediaan. —

Modal pereediaan itu diaogsap sebagai keuntungv yang belan dibagikaa

Kerugiau dari peraeroan ini akai ditaogguiig oleh pmpeaero masing-maaing —

beswnya inenunit peibandii^ jiimlah bagian masing-raasing pesero dalam

perseniai, tetig)i pesero kouuaiditer bdak Oiwaiibkan menanggmig kwngiiBi yaig

besarnya melebihi pokok modaloya ———■ *

Pasal; 13.

-Para pesero dtbrang unluk menjiia! atau meagalihkan, menggadaikan atsu -
dei^ cara fgNima niCTdwbani b^annya dalam perseroan, baik selunihnya
maiipui wbs^ian terkecwaii dei^ pers^ujuan pesero iaimya.

-— Pasal: 14. ——

-Apabila peraerom ira dibubariran ^ benddiir nfa penyelesainya akan
dilakukan olrfi Direkb*. —————~ ———

Sisa kekHyaaii peiwroan akan dibagikim kepada pm% pesero atau kepada y»g -
men^oleh hak-hak raereka memaiit pwbandingao heaar modal mereka dalsm
p^fg^^oaiL———— —

Didam hal demikisn makasegalabuka-bidni dan sonrt-farJ* per»wroa» disimpra^-
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oleh bekas Dircktur doogan kcwajiban seperti ya^g dimaksud dalam Pas&l 35 -

Kitab (Indang-Ondai^ Hukura Dagai^

-Pasal: 15.

-Dalstfij Begala hai yiing tid«4 atau tidak cukigi diatur dalam sdcta ini, mdca

para peaero akao mo^gaiobil keputusao ataa persetayuac mereka bersaon. -

——— paaal: 16.

^Mengenn segala uruRm peijanjian ioi dengac segala akibat-akibatnya, para —

peqg^adap Iclah memtlih teuysat kediiAJcan hukum yai^ umum dan tetap di —'

Kaator K^yaDiteraan Pmgadilan Negeri di Semaraag.

DEMnaANLAIIAKTAINI

-Dibuat dan dtre^ikao di Setnarang, pada 1^, tai^gal, butan dan tafaun —

tersebut dalan kepala akta ini dengai dihadiri ol^h Nyoi^ CUCU SAMSIAH

danNonaHIKMAa

•Kedua-duaoya pegawai Kantca' Notaris dan bert^npat di Semarai^ —

Rvbagai KakKi-Baksi.

-Segera aetelak aktaisi dibacakan oleh aaya, Noterta kepadaparapengbadap —

dan saksi-saksi, nndca akta ini ditanda-taigaH oldi para pep^adap, sakn-saksi

dan saya, Notans —

-Oilangsupgkan doogan dua peogubaban yaitu karena dua corotan dnigan

gantiaa tanpa tambahao d» corotao.

e'^ER

KwmM

14fS

-BGoit akta ini telab dhanck

taogani sobagaimaia n^stinya —

-Diberikan sebpgai S ALIN AN.

13
i, iv:.

:  i

•'A

'V



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX

Email

Home Page

(62) 024-8311529
tnfo@pjp-semarang.ac.id
www.DiD-semaranQ.ac.id

^KAN

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARPTANGGAL

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL,

LAYANAN PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN KANTOR, PEMELIHARAAN KANTOR,

BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM KOMPI B

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

Senin, 30 Mei 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1. CV. TRI PUTRA DYAS

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang UTAMIANA lO.OOWIB

Tempel Kec. Semarang Timur Kota
/Direktur

Semarang .  • ;T;-. '

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDqiYANL S.ST.. M.M
Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG

DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 96 / 8 / PIP.SMG-2022

Tanggal 27 Mei 2022

UNtUK

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,
PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG

DANBANGUNAN

PEKERJAAN

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM

KOMFIB

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN 2022
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
^KAN

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX

Email

Home Page

(62)024-8311529
infc^pip-semarang.ac.id
www.piD-semaranQ.acid

Nomor : PL.I02 / 96 / 9 / PIP.SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas
Semarang, 27 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera IE No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Perihal: Pekeijaan Pemasangan Kusen Alumunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan
Pekeijaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan
Nilai totaJ HPS

Sumber pendanaan

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat
TeleponFax
Website

Pemasangan Kusen Alumunium Kompi B
Pemasangan Kusen Alumunium Kompi B
Rp. 199.911.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

: DlPA BLU PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
024-8311527

www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai
dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan dan Pembukaan Senin s.d Selasa, 30 s.d 31 07.30 s.d. 13.00

Dokumen Penawaran Mei 2022 WIB

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis

dan Negosiasi Harga

Selasa, 31 Mei 2022 08.00 WIB s.d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Jumat, 03 Juni 2022

Apabi a Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

IISTIN ANl^A INPRIYANI. S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



BABn

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA (IKP )

A. UMUM

1. Lingkup PekerjaaD 12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan Sanksi

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Pekeijaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadan
(RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.
Nama Satuan Keqa/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Website Satuan Keija/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan

cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingansebagaimana dimaksud pada klausul
4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di



Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan

baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau
pengurus badan usaha dan/atau tenaga keija kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

]J. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi
I  Kualifikasi Peserta administrasi/legalitas meliputi:
1  a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (lUJK) sebagaimana
I  tercantum dalam LDP.

b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana
tercantum dalam LDP.

c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
(SPT Tahunan).

d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan);

e. Surat Pemyataan Pakta Integritas.
f. Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daflar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekeijaan dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi
pelaku usaha yang bam berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

h. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat
terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifik^i SBU yang
disyaratkan (untuk Usaha Kecil).

i. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang
dibutuhkan.

5.2 Pekeijaan ini hanya untuk peserta yang berbentuk badan usaha.

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG



>. IsiDokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas dan Harga;
e. Spesifikasi Teknis;
f. Gambar;
g. Bemuk Dokumen Penawaran:
h. Pakta Integritas;
i. Formulir Isian Kualifikasi; dan
j. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

7. Dokumen

Penawaran dan

Kualifikasi

7.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

7.2 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:

a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam

LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi
yang berstatus sebagai tenaga keija tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang
sah dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila



dikuasakan);

7.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

a. Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan;
b. Daftar isian peralatan utama beserta:

1) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB,
invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;

2) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka,
angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli;
dan/atau

3) surat peijanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
c. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat

pengalaman kerja atau referensi keija dari pemberi tugas dan
Surat pemyataan kepemilikan sertifikat kompetensi keija;

d. Dokumen lainyawg disyaratkan (apabila ado).

7.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga

Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian
kontrak Lumsum);

c. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80%
HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran
harga) yaitu:
1) Analisa Harga Satuan Pekeqaan (untuk bagian pekeijaan

harga satuan).
2) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan

lumsum)
Analisa Harga Satuan Pekeijaan (untuk bagian pekeijaan
harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian
pekeijaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen
kontrak.

7.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pihak sebagaimana tercantum pada klausul7.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat
Dokumen Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
Penawaran

F. PEMBUKAAN PENAWARAN,EVALUASI,KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

9, Pembukaan 9.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen



Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen

Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

10. Evaluasidan 10.1 Pejabat Pengadaanmelakukanevaluasi penawaran yang meliputi:
Negosiasi a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;

I  Penawaran b. evaluasi teknis;
c. Evaluasi Harga;
d. Pembuktian Kualifikasi; dan
e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

10.2 EvaluasiAdministrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul7.2 huruf a butir

4);
b) mencantumkan penawaran harga;
c)jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari

waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
d)jangka waktu pelaksanaan pekegaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

c. Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SHU) dan Izin
Usaha Jasa Konstruksi (lUJK) memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
(a) Masa berlaku berdasarkan masa berlaku yang

tertera/tertulis pada SBU tersebut dengan tidak
memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.

(b) SBU dan lUJK yang habis masa berlakunya sebelum batas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat
diterima dan penyedia dinyatakan gugur.

(c) Dalam hal masa berlaku SBU dan lUJK habis setelah batas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta



hams menyampaikan SBU dan lUJK yang sudah
diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada
saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengimdang Pelaku Usaha Iain.

10.3 EvaluasiTeknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
sebagaimana tercantum pada klausul 8.3;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass
andfail)\

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang hams
dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.3.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
tercantum dalam klausul 7.3 apabila:
1) Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan yang ditawarkan tidak

melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam
LDP.

2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
(a) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan

yang mendukung langsimg dan sesuai kebutuhan untuk
melaksanakan pekeijaan-pekeijaan utama (major Uem)\

(b) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk
pelaksanaan peketjaan;

(c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa
beli, dan/atau milik pihak lain dengan peqanjian Sewa
bersyarat (bukan surat dukungan).

(d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan

peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice)\
(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran

Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian

sewa.

3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekeijaan, dengan ketentuan:
1. Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan:

Manajer Pelaksanaan/Proyek, dan/atau Ahli/Petugas K3.
2. Untuk pekeijaan yang dipemntukkan bagi Usaha Kecil

tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja

untuk setiap personel yang disyaratkan.
4. Untuk pekeijaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka



dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan
untuk pekeijaan yang masuk dalam kategori risiko besar
maka mensyaratkan Ahli K3.

5. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat
pendidikan dan pengalaman bekeija sesuai jenis
pekeijaan yang di Pengadaan Langsungkan.

6. Sertifikat Kompetensi Keija dibuktikan saat rapat
persiapan penunjukan penyedia.

7. Pengalaman keija dihitung berdasarkan daftar riwayat
pengalaman keija atau referensi keija dari pemberi tugas.

8. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar
riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung
sebagai pengalaman.

9. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman
sesuai dengan jenis pekeijaan yang di Pengadaan
Langsungkan (bukan berdasarkan jabatan yang
ditawarkan).

10. Pengalaman keija dihitung per tahun tanpa
memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi
(dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

4) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana
tercantum dalam klausul 7.3, dengan ketentuan:
1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
2. Persyaratan hams mempertimbangkan persaingan usaha

yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
f. Pejabat Pengadaan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau

klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/distributor
material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/ alat serta
kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap
pelaksanaan pekeijaan;

g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau
meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan
peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi
dapat menggugurkan penawaran;

h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan
evaluasi harga;

i. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku
Usaha lain.

10.4 Evaluasi Harga:
a. unsur-imsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau

penting, dengan ketentuan:
1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai

total HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi
nilai total HPS, belum dinyatakan gugur sebelum dilakukan



klarifikasi dan negosiasi harga.
2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan

penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus
sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,
dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, temyata harga

satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan
timpang hanya berlaku imtuk volume sesuai dengan
Daftar Kuantitas dan Harga. Jika teijadi penambahan
volume terhadap pekeijaan yang harga satuannya
dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume
tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;

b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, temyata harga
satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai
dengan harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang.

3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau
tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut
harus tetap dilaksanakan.
Harganyadianggaptermasukdalamharga pekeijaan lainnya.

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekeijaan
lumsum dan bagian pekeijaan harga satuan;

2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada
koreksi/pembahan;

3) Klarifikasi/evaluasikewajaran harga apabila harga penawaran
dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga (untuk

bagian pekeijaan lumsum) dan Analisa Harga Satuan
Pekeijaan (untuk bagian pekeijaan harga satuan)

b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan
lumsum) dan Analisa Harga Satuan Pekeijaan (untuk
bagian pekeijaan harga satuan) hanya digunakan untuk
evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak
dapatdigunakan sebagaidasarpengukurandan pembayaran
pekeijaan;

c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar
meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga
satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata
pembayaran utama;

d) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari
imsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga
Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekeijaan utama;

e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk
menghitungkewajaranhargatanpamemperhitungkankeuntun
gan yang ditawarkan;



f) Harga dalam Analisa Harga Satuan Pekeijaan dan Rincian
Keluaran dan Harga yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan digimakan untuk menghitung total
harga penawaran;

g) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung
berdasarkan:

i. volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
serta

ii. keluaran (output) yang ada dalam Daftar Keluaran dan
Harga.

h) Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi
sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran
dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; dan

i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil
evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga
penawaran dinyatakan wajar;

10.5 Pembuktian Kualifkasi:

a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus
evaluasi harga.

b. Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara
elektronik dan/atau non elektronik.

c. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan
dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian
kualifikasi.

d. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah
terkualifikasi melalui SDCaP.

e. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran
peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

f. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi
dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan
memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1
(satu) hari keija.

g. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data
kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat
dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis
apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

h. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau

pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya

tercantum dalam akta pendirian/perubahan; atau
3) Kepala Cabang penisahaan yang diangkat oleh kantor pusat

yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
i. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian

data pada Formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan
dokumen yang sudahdilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan



11. Pembuatan

Berita Acara

Hasil

Pengadaan
Langsung

meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas
elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian
kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber
daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan
dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

j. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan
pengalaman pekeijaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat
dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan dari
pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

k. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau
telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri
pembuktian kualifikasi sesuai dengan huruf f, maka peserta
dinyatakan gugur.

1. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,
maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

m. Dalam hal peserta gugur pada pembuktian kualifikasi, maka
Pengadaan Langsung dinyatakan gagaldan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.6 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan

harga.
b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS.
0. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
d. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan,

maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal
dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang
Pelaku Usaha lain.

11.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
11.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung hams memuat hal-hal sebagai

berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPB J DAN PENANDATANGANAN SPK

12. Penerbitan

SPPBJ

12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung
kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsimg sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).



12.2 Sebelixm menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ), Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan dan
pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

12.3 PPK, Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat
Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3
(tiga) hari keija setelah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
iterima oleh PPK.

12.4 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan
Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekeijaan dikarenakan

jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan
melewati batas tahun anggaran; dan

d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis
yang belum bersertiflkat pada saat pelaksanaan pekeijaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan
berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, pemenang
mampu memenuhi semua persyaratan pekeijaan.
Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan
mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada
aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi
SPSE kepada pemenang yang ditunjuk.
SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari keija setelah Pejabat
Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.
Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan
sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bersedia
menerbitkanSPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang,
maka;

a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan penolakan tersebut
kepada Pejabat Pengadaan diserta alasan dan bukti;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pembahasan bersama
Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan
penyedia;

c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
hari keqa setelah tidak tercapai kesepakatan;

d. PA/KPA dapat memutuskan:
1) menyetujui penolakan Pejabat Penandatangan Kontrak,

PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan
evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan
Langsung ulang; atau

2) menyetujuihasil pemilihan penyedia, PA/KPA
memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10



menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari keija.
3) Putusan PA/ICPA bersifat final.

e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak menyetujui basil pemilihan penyedia, PA/KPA
menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan
diserta alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat
Pengadaanuntuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran
ulang atau Pengadaan Langsung ulang paling lambat 6 (enam) hari
keija setelah basil pemilihan penyedia diterima.

12.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari keija
setelah diterbitkannya SPPBJ.

12.12 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.

12.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit
dibahas hal-hal sebagai berikut:
a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
b. KelengkapanRencanaKeselamatan Konstruksi;
c. Rencana penandatanganan Kontrak;
d. Rencanapemberdayaantenagakeqapraktik/magang (bila ada);
e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
f. Asuransi;
g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi

penawaran; dan/atau
h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat

persiapan penunjukan penyedia.
12.14 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan

mengunggah basil pemindaian dokumen kontrak yang telah
ditandatangani pada aplikasi SPSE.

12.15 Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan
ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima
secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta yang
bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta
dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa
penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang
bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

12.16 Apabila peserta yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan
kembali proses Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang
pelaku usaha yang lain.



3. Penandatang 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
anan SPK substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan

paraf pada setiap lembar SPK.
13.2 Banyaknya rang^p SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu;

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang

ditandatangani oleh penyedia; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian

yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia
adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.2.



BABm

LEMBAR DATA PElVOLfflAN (LDP)

LEMBAR DATA PEIVDEIHAN

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

A. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1 KodeRUP:

1.2 Nama paket pengadaan:
Pekeijaan Pekeijaan Pemasangan Kusen Alumimium
Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Tahun 2022

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekeijaan
Terlampir

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga Satuan

1.6 Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
Jl. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Keija/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
https://pip-semarang.ac.id

1.10 Website Aplikasi SPSE:
Ipse.dephub.go.id

B. SUMBERDANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

5. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

PESERTA

5.1.a

5.1.b

Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (lUJK) yang
masih berlaku dengan Klasifikasi Bangunan Gedung.
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih
berlaku dengan persyaratan:KuaIifikasi Usaha Kecil
serta disyaratkan:
a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
b. Klasifikasi : Bangunan Gedung

5.1.C Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan (SPT Tahiman) tahun 2020/2021

S.l.d Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);



5.1.e

S.l.f

5.1.g

5.1.h

Surat Pemyataan Pakta Integritas.

Surat pemyataan bermaterai RplO.OOO (sepuluh ribu
mpiah) yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha
tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus
badan usaha sebagai pegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekeijaan dalam
kumn waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha
yang bam berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (dihitung
sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran).

Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap
bersertifikat terampil (SKT), dengan ketentuan:
1) Masih berlaku; dan
2) sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan

dengan kode SKT

8. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

8.2.a Masa berlaku surat penawaran:

30 (tiga puluh) hari kalender

8.3.b Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan:

12 (dua belas) hari kalender



BAB IV

SPESIFIKASITEKNIS DAN GAMBAR

No Uraian Pekerjaan Vol Sat

1
Pasang jendela aluminium 3" dan kaca 5 mm
Uk. 326 X 216 cm

50,00 Unit



BAB V

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan
Instruksi Kepada Peserta (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekeijaan dilakukan berdasarkan
kuantitas/keluaran pekeijaan terpasang yang dimintakan dan dikeijakan
sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan
harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan
Harga, kecuaii bagian pekeijaan Material On-Site (bagian pekeijaan
dilapangan).

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah
mencakup semua biaya pekeijaan, personel, pengawasan, bahan- bahan,
perawatan, asuransi tenaga keija/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead
dan semua risiko, tanggung Jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk
mencantumkan harga untuk suatu pekeijaan maka pekerjaan tersebut
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar
Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus
dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran
terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga
mata pembayaran yang terkait.

Dalam Pengadaan Langsung dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian
pekeijaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(a) Jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada
Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

(b) jika teijadi kesalahan hasil pengalian antara voliune dengan harga satuan
pekeijaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekeijaan
sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan
tidak boleh diubah.

Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekeijaan
lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran

dengan menyesuaikan keluaran {output) pekerjaan yang tercantum dalam
Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen



Pemilihan;
(b) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar

Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekeijaan yang ditawarkan
ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa
mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsum;

(c) Perbedaan angka dan hizruf harga penawaran:
1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara

angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan
huruf;

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam
huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai
yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.



Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

A. BagianPekeijaanLumsum
CONTOH

No.
Uraian

Keluaran/output

Persentase/Satuan

Ukuran

Keluaran/output

Satuan Harga
Keluaran/output

Total

Harga

Total Daftarl
(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)

Keterangan:
1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekeijaan yang

bersifat umum.

2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Keija serta
Keselamatan Konstruksi

A. Bagian Pekeijaan Lumsum CONTOH

No.
Uraian

Keluaran/output

Persentase/

Satuan Ukuran

Keluaran/output

Satuan Harga
Keluaran/output

Total

Harga

Total Daftar2

(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)



Daflar 3: Mata Pembayaran Pekeijaan Utama:

A. Bagian Pekeijaan Lumsum

No.
Uraian

Keluaran/output

Persentase/

SatuanUkuran

Keluar an/output

Satuan Harga
Keluar an/output

Total

Harga

Total Daftar3

(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)

Keterangan:
1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekeijaan Utama yang

menjadi pokok dari paket Pekeijaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian
pekerjaan lain.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran

A. Bagian Pekeijaan Lumsum

No. Uraian

Keluaran/output
Persentase/Satuan

Ukuran

Keluaran/output

Satuan Harga
Keluaran/output

Total

Harga

Total Daftar4

(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)



Keterangan:
1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekeijaan selain

yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika
terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASl

CONTOH

Mata Pembayaran Harga
A. Bagian Pekeijaan Lumsum
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan
Keamanan dan Kesehatan Kerja serta
Keseiamatan Konstruksi

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekeijaan Utama
Daftar No. 4: Mata Pembayaran
—dlL—

Jumlah A (Daftar l-t-2-+-3+ )

B. Bagian Pekeijaan Harga Satuan

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan
Keamanan dan Kesehatan Keija serta
Keseiamatan Konstruksi

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekeijaan Utama
Daftar No. 4: Mata Pembayaran

—dlL—

Jumlah B (Daftar 1+2+3+ )
TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%



BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Swat Badan Usaha/Kemitraan]

Nomor : , 20_
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di

Perihal : Pekeijaan Pekeijaan Paving Blok dan Saluran Air Area Belakang MenzaPoliteknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal
dan setelah kami mengajukan penawaran imtuk pengadaan Pekeijaan Paving

Blok dan Saluran Air Area Belakang MenzaPoliteknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
2022 sebesar Rp. ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan imtuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma

[pilihyang sesuai dan cantwnkan nama]

Jabatan



B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Jangka waktu pelaksanaan pekeij aan;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar isian peralatan utama beserta:

a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan
dengan status milik sendiri;

b. bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk
peralatan dengan status sewa beli; dan/atau

c. surat peqanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman keija atau

referensi keija dari pemberi tugas dan Surat pemyataan kepemilikan sertifikat
kompetensi kerja;

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekeij aan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Jumlah Har^a

Jumlah (Sebe umPPN)

PPN (10%)

Jumlah total setelah PPN



BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan
dan atas nama cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai denganK/L/PD] dengan
ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hai-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[tempat]^ _[tanggal] [bulan] [tahun]

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]



BABVn

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama fnama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesmi jabatan dalam akta notaris]

Bertindak [diisi nama badan usaha]
untuk

dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan
[akta pendirian/anggaran dasar/surai kuasa, disebutkan secara jelas

nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasd\\
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat DaQTah[bagi pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah "]\

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status : □ Pusat □ Cabang
Alamat Kantor Pusat

3 No. Telepon
No. Fax

E-Mail

Alamat Kantor Cabang

4. No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan

Kementerian Hukum dan
HAM (untuk yang berbentuk
PT)

2. Akta/Anggaran Dasar
Perubahan Terakhir
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha



D. Izinllsalia

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi :  a. Nomor

b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi penerbit

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha :  a. Nomor

b. Tanggal
2. Masa berlaku

3. Instansi penerbit
4. Kualifikasi

5. Klasifikasi

6. Subklasifikasi

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat :  a. Nomor

b. Tanggal
2. Masa berlaku •

3. Instansi penerbit

1. Sertifikat :  c. Nomor

d. Tanggal
2. Masa berlaku

3. Instansi penerbit

G. DataKeuangan

1. Susunan Kepemilikan Sabam (untuk PT)/Susunaii Pesero (untuk CV/Firma)

No. Nama No. Identitas Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti Laporan Pajak Tahun
terakhir

No. Tanggal



H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

N

0
Nama

Tingkat
Pendidikan

/nomor dan

tabun

Ijazab

Jabatan

Pengalaman
Kerja

profesional
(tabun)

Sertifikat

Kompeten
si Kerja

No Bukti Setor

Pajak PPh
Pasal

1721/1721-AI

atau No BPJS

Ketenagakeija
an atau no.

registrasi data
badan usaba

tenaga keija

1 2 4 5 6 7 8

1. Data Pengalaman Perusabaan
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir)

No.

Nama

Paket

PekeijasQ

Sub

Klasifikasi

Pekeijaan

Ringkasan
Lingkup
Pckeijaon

Lokasi

Pemberi Tugas /
Pejabat

Penandatangan
Kontrak/Pejabat
Penaudatangan

Kontrak

Kontrak

Tanggal Selesai
Pekeijaan/PHO
Bcrdasarkan

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

J. Data Pengalaman Perusabaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusabaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusabaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tabun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.
Nama

Paket

Pekeijaan

Ringkasan
Lingkup
Pekeijaan

Lokasi

Pemberi Tugas /
Pejabat

Penandatangan
Kontrak/Pejabat
Penandatangan

Kontrak

Kontrak

Tanggal Selesai
Pekeijaan/PHO
Ber^sarkan

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk mengkitung SKP
dan/atau SKN)

No.
Nama Paket

Pekeijaan

Klasiflkasi/Sub

Klasifikasi

Pekerjaan
Lokasi

Pemberi Tugas /
Pejabat

Penandatangan
Kontrak/Pejabat
Penandatangan

Kontrak

Kontrak Total Progres

Nama

Alamat

/

Telepo
n

No/

Tanggal
Nilai

No/

Tanggal
Total Nilai

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jtempat], _ [tanggal] [bulan] 20 ftahm]

PT/CV/Firma

Jpilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
dan tanda tanganj

(nama lenekap wakil sah badan usaha^
[jabatan pada badan usaha]



BAB IX

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Konirak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor :

Tanggal :

NamaPPK

Nama Penyedia

PAKET PENGADAAN:

nama peketj
[diisi

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

Nomor :

Tanggal :

NOMOR DAN TANGGAL BERTTA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor :

Tanggal :

SUMBER DANA: [sebagai contoh, canlumkan "dibebankan aias DIP A Tahm
Anggaran unttfk mata anggaran kegiatan J

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: (• .) hari kalender

JENIS KONTRAK: fdiisi denganJenis kontrak: lumsnm/harga satuan/gabungan
lumsum dan harga satuan].

Niiai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar
Rp ( rupiah) dengan rinclan sebagai berikut:

No. Uraian Pekeijaan Satuan Volume
Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Harga

(Rp)

3.

Jumlah

PPN 10%

Jumlah Total

Cara Pembayaran: 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan

permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri
Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi

maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar l%o (satu per seribu
) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk
kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa

Dohme}} Pengadaan Langsmg_ Pehetjaan PemasangoJt Kusen JendelaAbnunitm Kompi B
Polileknik Ilniu Pelqyaran (PIP) Semarang Taimn 2022



penggantian barang ataupim volume yang kurang memenuhi
spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai Bp

6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[ianda tangan dan cap (jiloj salinan asli ini untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak

maka rekatkan materai Bp 6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban imtuk menyelesaikan pekeijaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.

4. UANGMUKA

Pekeijaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka {¥A/T1DAK).

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACATMUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekeijaan
yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas
cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
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8. PENGALIHANDAN/ATAUSUBKONTRAK

Penyedia dilarang imtuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis imtuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

10. ASXJRANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekeijaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil
Pekeijaan ini, Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali
kemgian atau kemsakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
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penanggimgan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekeijaan atau Bahan yang menyatu

dengan Hasil Pekeijaan selama Tanggai Mulai Kerja dan batas akhir Masa
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut teijadi akibat tindakah atau
kelalaian penyedia.

12. PENGAWASANDANPEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekeijaan. Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan
dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekeijaan
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di lokasi pekeijaaa

15. WAKTUPENYELESAIANPEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Keija, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian seraua pekeqaan.

16. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeqaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeqaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap basil
pekeqaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan basil pekeqaan dapat dibantu oleb pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintab PPK.

e. PPK menerima basil pekeqaan setelab selurub basil pekeqaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari barga SPK dan penyedia
bams menyerabkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak
sebagai bentuk jaminan pemelibaraan (dalam bal masa pemelibaraan melewati
batas akbir tabun anggaran) atau dibayarkan sebesar 95% (sembilan pulub lima
persen) dari nilai kontrak dengan retensi 5% (lima persen) sebagai jaminan
pemelibaraan (dalam bal masa pemelibaraan masih dalam tabun anggaran yang
sama).

17. MASAPEMELIHARAAN

a. Masa Pemelibaraan berlaku selama 30 (tiga pulub) bari kalender terbitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekeqaan (PHO).

b. Penyedia wajib memelibara basil pekeqaan selama Masa Pemelibaraan sebingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekeqaan.

c. Apabila dalam pemeriksaan basil pekeqaan, Penyedia telab melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemelibaraan dengan baik dan telab sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serab Terima Akbir Pekeqaan.

d. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau
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mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana

mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekeijaan, PPK
menyerahkan hasil pekeijaan kepada PA/KPA.

18. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara keija.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Konstruksi.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Pumajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan
yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban imtuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari
nilai tagihan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia
yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

19. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
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jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia imtuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan Iain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penimjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekeijaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar,
b. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender

setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

d. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK
membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekeijaan yang
telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.

a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
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1) Penyedia terbukti melakukan KECN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelum penandatanganan

Kontrak;
5) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan

keseluruhan pekeijaan walaupun diberikan kesempatan sampai denganSO
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekeijaan
untuk menyelesaikan pekeijaan;

9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekeijaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekeijaan,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan;

10) Penyedia menghentikan pekeijaan selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekeijaan serta tanpa persetujuan pengawas pekeijaan; atau

11) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.

b. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan penmdang-
undangan.

d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena
kesalahan Penyedia, maka:
1) PPK berhak imtuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan

dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan
Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka
PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena
kesalahan Penyedia, maka:
1) PPK berhak imtuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan

untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
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2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan

Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib
menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

23. [KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK
I  KRITIS(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSIBANGUNAN)]

a. [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK
harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang
kontrak kritis.

b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
1. dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi

fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 10%> dari rencana;
2 dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),

realisasi fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik

pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.

c. Penanganan kontrak kritis
1. dalam hal keterlambatan pada angka 23. a dan penanganan Kontrak pada

pasal kritis 23.b penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat
Pembuktikan (show cause meeting/SCM}
a) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat

peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM Tahap I

c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM
Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua)
yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan
SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat perigatan
kepada Penyedia atas keterlambatan realisasifisikpelaksanaan pekerjaan.

2. dalam hal keterlambatan pada angka 23. B. 3. PPK setelah dilakukan rapat
bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung
memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

24. PENYELESAIANPERSELISIHAN

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat
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menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:
a  [apahila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih

mediasi/konsiliasi] menimjuk [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan
Sengketa menunjuk [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]

b. Arbitrase menunjuk [diisi nama lembaga arbitrase yang
berbadanhukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil
kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

25. LARANGANPEMBERIAISIKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya balk langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini menipakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURATPENUNJUKANPENYEDIABARANG/JASA

[hop surat K/L/PD]

Nomor: . 20

Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp

(  ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Satuan Keija

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskapl

fjabatan]

NIP:

Tembusan Yth. :

1. [FA/KPA K/L/PD]
2 . [APIP K/L/PD]
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3. [Pejabat Pengadaan]
dst

B, BENTUKSURATPERINTAHMTJLAIKERJA

[hop sitrat satuan kerja K/L/PDJ

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jnama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[nama Penyedia Jasa Lainnya]
[alamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: ;

2. Tanggal mulai keria:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan hams sudah
selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau
dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.
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[tempat], _[tanggal] [bulan] _[tahun]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenekapj
[fabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia]

[tanda tangan]

fnama lengkapJ
[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Pekeqaan Pekerjaan Pemasangan Kusen Alumunium
Kompi BPoliteknik Hmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahim 2022;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran
Belanja pada DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-
022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2022.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tugas
Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Mei 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST., M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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JADWAL PROSES

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIliM KOMPI B

POLITEKNIK ILMU PELAVARAN SEMARANG TAHLN 2022

NO KECIATAN 27-May-22 28-May-22 29-May-22 3()-May-22 3l-May-22 Ol-Jun-22 02-Jiin-22 03-Jun-22

1 Dokunien Pengadaan Langsung

2 Undaiigan kepada Pescrta Terpilih

3 Pcmasukan Dokumen Penawaran

4 Pctubukaan Dokumen Penawaran
- •• a-J

5 E\ aluasi Penawaran

6 Klarifikasi dan Ncgosiasi Teknis dan Harga
f,
■Ti

7 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra Penunjukan

9 Penandatanganan Koutrak / SPK

KETERANGAN

HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARI LIBUR

SEMARANG, 27 Mel 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU

KRISTIN ANITA tNDRWANI.JS.ST.. M.M
Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



JADWAL PROSES

PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALMUNIUM KOMPI B

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No. KEGIATAN
AGENDA SURAT

NOMOR TANGGAL

1 Dokumen Pengadaan Langsung PL 102 / 96 / 8 / PlP.SMG-2022 27-May-2022

2 Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri PL.102 / 96 / 9 / PIP.SMG-2022 27-May-2022

3 Pemasukan Dokumen Penawaran
- 30-31 Mei 2022

4 Pembukaan Dokumen Penawaran PL.102 / 98 / 7 / PIP.SMG-2022 31-May-2022

5
Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga PL102 / 98 / 8 / PIP.SMG-2022 31-May-2022

6 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung PL.102 / 99 /1 / PIP.SMG-2022 02-Jun-2022

BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING) PL 102 / 99 / 2 / PIP.SMG-2022 02-Jun-2022

SPPBJ PL.102 / 99 / 3 / PIP.SMG-2022 02-Jun-2022

7 Penandatanganan Kontrak / SPK PL102 /100 / 5 / PIP.SMG-2022 03-Jun-2022

SPMK PL.102 / 100 / 6 / PIP.SMG-2022 03-Jun-2022

8 Berita Acara Pemeriksaan100% (12 tiari kalender) PL102 / 107 / 1 / PIP.SMG-2022 14-Jun-2022

9 Berita Acara Serah Terima 100 % (12 hari kalender) PL. 102 / 107 / 2 / PIP.SMG-2022 14-Jun-2022

10 BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAN ( 12 hari kalender) PL.102 / 107 / 3 / PIP.SMG-2022 14-Jun-2022

SEMARANG, 27 Mei 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELAN JA BLU

KRISTIN ANITA INDRIYANB. S.ST.. M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



tSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNiK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 HnnriA Pnqpt ■ www.pip-semarana.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PEMASANGAN RI SEN JENDELA ALMUNIIIM KOMPI B

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

No Uraian Pekerjaan Vol Sat
Harga
Satuan

Harga
Pekerjaan

1

Pasang jendela aluminium 3" dan
kaca 5 mm

Uk. 326 x216 cm

50 unit 3.602.000 180.100.000

JUMLAH 180.100.000

PAJAKH% 19.811.000

JUMLAH KESELURUHAN 199.911.000

Semarang, 16 Mei 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

cr

HBRI PRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19850429201012 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PEMELIHARAAN

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

CAPT. DIAN WAHDIANA, MM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERO PRASETYO, SM

PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN OENDELA ALTJMUNIUM KOMPIB

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN JENDELA ALUMUNIUM KOMPIB

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

1. LATARBELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-imdang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/BCMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



i. Peraturan Menteri Perhubimgan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Keija Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahim 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Keija Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002AnyDIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/1V/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Smnber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;



s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum '

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi imtuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kineija pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional.



kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan internasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandirl dan

Benvawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan benvawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menenis.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kineija berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan Rl. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (Pff) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa

aman dan nyaman.



n. MAKSUBDANTUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahim 2022 adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi

dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan

pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana

dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain

itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diktat untuk memilih

jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pekegaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah menjaga agar kualitas

sarana dan prasarana yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika

di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASIPENGADAAN

a. Kementerian : Kementerian Pehubungan

b. Satker

c. KPA

d. PPK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

CAPT. DIAN WAHDIANA, MM

HERIPRASETYO, SM

V. SUMBERDANAPERKIRAANPEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp

4.021.440.000,- (Empat Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh

Ribu Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pekeijaan Pemasangan Kusen

Jendela Alumunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun



2022 Rp.199.911.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus

Sebelas Ribu Rupiah)

VI. JANGKAWAKTUPELAKSANAANPEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 12 (Dua Belas) Hari kalender

Vn-LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeijaan Pengadaan Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium

Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahim 2022 adalah

Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.

2. Penyedia Barang/Jasa hams menyediakan Tenaga Keija, Bahan dan Peralatan

untuk Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B Politeknik

Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.

3. Penyedia melakukan Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas

Akademika Politeknik Dmu Pelayaran (PIP) Semarang.

4. Penyedia melakukan Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo

peijanjian keija sama berakhir.

b. Peralatan yang digunakan

Tenaga Keija, Bahan dan Peralatan yang digimakan untuk pekeijaan Pekeijaan

Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No Uraian Pekerjaan Vol Sat

1 Pekeijaan pengukuranPasang jendela aluminium 3" dan kaca 5 mm 50 Unit

c. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekeijaan Pekeijaan Pemasangan Kusen Jendela Alumunium Kompi B

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 12

(Dua Belas) Hari kalender.



Vm. KUALIFJKASIPERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekeijaan

yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha hams memiliki Izin Usaha Jasa

Konstruksi (lUJK) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung serta surat izin Iain sesuai

sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

(SBU) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT

Tahunan) Tahim 2020/2021 beserta lampirannya;

3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekeijaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil yang bam berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

4. Melampirkan daftar pekeijaan yang di subkontrakkan;

5. Surat Keterangan Domisili Pemsahaan 2020;

6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas

bempa milik sendiri atau sewa;

7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan

dengan:

a. Akta Pendirian Pemsahaan dan/atau pembahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa mempakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk.

8. Pemyataan Pakta Integritas yang berisi:

a. Tidak akan melakukan praktik Kompsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teqadinya praktik Kompsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil keqa terbaik sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam humf a, b, dan c maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



9. Pemyataan:

a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar

hitam;

c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana;

d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

cuti diluar tanggungan Negara;

e. Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan;

f. Pemyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan

perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari selumh anggota Kemitraan

bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak benvenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, 16 Mei 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, SM

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1003
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DOKUMEN PEMBANDING



CV. SATRIA PUTRA MANUNGGAL
KONTRAKTOR, PERDA6ANGANIRHIM DAN MEUREL£R

JL.SANGGLINGRAYAn/51 SEMARANG
TELP/ FAX : (024) 8502014,8502956 EMAIL; salria_piii51@yahoox:om

BANK JA-reNG SEMARANG

Kepada .

Yth : Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

Poiteknik ilmu Pelayaran

Semarang

PENAWARAN HARGA PEKERJAAN

KUSEN ALUMUNIUM DAN PEMASANGAN KOMPI B

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NO PEKERJAAN SAT VOL HARGA JUMPLAH

PEKERJAAN ALUMINIUM DAN PEMASANGAN

1  Pasang jendela aluminium 3" dan kaca 5 mm

Uk. 326 x216 cm

unit 50,00 3.650.000 182.500.000,00

JUMLAH

PPN 11%

TOTAL

182.500.000

20.075.000

202.575.000

Demikian informasi Penawaran harga ini Kami sampaikan

atas perbatian dan kerjasamanya Kami ucapkan tehma kasih.

Horrj^
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